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ABSTRAK

Oudry, 2019. IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Analisis Penerimaan
Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis,
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan). Skripsi Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendikbud Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa
SMPN 1 Lamongan. Dan mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan
penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 Lamongan.
Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George
Edward I11 dan teori implementasi Van Meter dan VVan Horn.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi kebijakan sistem zonasi
di SMPN 1 Lamongan mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang
dimana dalam penerimaannya menggunakan jalur zonasi sebanyak 90%, jalur prestasi
5% dan jalur mutasi sebanyak 5%.Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung,
setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang mendukung berjalannya Implementasi mulai
dari standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya,
karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi
terkait dengan kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.
Kemudian terkait dengan faktor penghambat penulis dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kekhawatiran akan menurunnya prestasi di sekolah tersebut. Kebijakan
mengenai sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat paham
mengenai aturan yang akan di terapkan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan
yang di rasakan oleh beberapa masyarakat.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, Peserta Didik Baru.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara
Indonesia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam ranah
kehidupan. Karena dengan pendidikan, setiap generasi penerus dapat menjadi bibit
unggul yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa dan negara Kita.
Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki
legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak
untuk mendapatkan pendidikan”. Yang kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 31
ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan apa yang tertera dalam pasal
tersebut, negara memiliki 2 (dua) kewajiban yakni menyelenggarakan pendidikan
bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Oleh
karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa dihalangi
oleh hal apapun. Akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan amanah yang
harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan yang tertuang di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di samping itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini juga mengupayakan



program wajib belajar selama 12 tahun melalui pelaksanaan Program Indonesia
Pintar. Yang berarti mengharuskan setiap anak untuk menempuh pendidikan
selama 12 tahun yaitu mulai dari tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, hingga tingkat sekolah menengah atas.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, objektif, akuntabel,
transparan, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sidiknas) dijelaskan bahwasanya pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan
mencakup tiga aspek yakni : Pertama, usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal tersebut memiliki
artian bahwa di dalam pendidikan haruslah disiapkan dengan matang mulai dari
mutu guru, kelas, metode, evaluasi hingga sarana prasarana pendukung untuk
mewujudkan keberhasilan pendidikan. Kedua, potensi siswa yang berupa sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk
melahirkan individu yang pintar, terampil, dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Oleh karenanya, pendidikan harus menyentuh aspek afektif, kognitif, dan
psikomoto siswa. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat bagi individu,

masyarakat, dan bangsa. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk



mengembangkan akhlak, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik di sekolah
maupun diluar sekolah, agar mereka hidup bermanfaat bagi sesama.*

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang
diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pemerataan
pendidikan masih menjadi masalah di negara Indonesia ini. Pemerataan
pendidikan merupakan persoalan tentang bagaimana sistem pendidikan itu dapat
menyediakan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara
untuk mendapatkan pendidikan.? Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Muhadjir Effendy), mengkalim bahwa masalah pemerataan pendidikan yang
masih terjadi di Indonesia saat ini meliputi kurangnya sarana prasarana penunjang
pendidikan. Adanya masalah tersebut membuat peserta didik yang merasa
memiliki potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih
untuk bersekolah di sekolah favorit yang menurutnya cenderung memiliki fasilitas
yang memadai meskipun jauh dari tempat tinggal. Permasalahan lain yaitu
mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dirasa masih kurang.
Terdapat beberapa guru yang kemampuannya dinilai masih kurang bermutu. Dari
hal tersebut dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi saat ini masih adanya
kesenjangan karena adanya sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggulan

hampir di setiap kabupaten/kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan khusus

Musfah, Jejen, “Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik”, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal.
9

2Elsa dan Nunuk, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru
Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik”, (Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya), Hal. 2



membuat banyak privilege (hak istimewa) yang diberikan bagi sekolah favorit
seperti pemenuhan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses
pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten, serta prioritas utama dalam
akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional,
maupun internasional. Hal tersebut membuka kesenjangan yang lebar bagi sekolah
yang berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa didapatkan oleh
peserta didik yang memiliki kemampuan akademik serta financial tertentu.
Sehingga munculah dampak sekolah yang memiliki banyak siswa dan adanya
sekolah yang kekurangan siswa. Ketidaksetaraan tersebut menyebabkan dampak
tidak baik bagi dunia pendidikan nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan
kualitas pendidikan adalah dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan
peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang memiliki
tujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel,
transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan
pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018 tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah
daerah masing-masing dan pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang
berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah
peserta didik yang akan diterima.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dalam



penerapannya, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib
menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari
sekolah paling sedikit sebesar 90% dari daya tampung sekolah. Domisili calon
peserta didik dapat dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
Selain kuota 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat,
sekolah juga dapat menerima kuota paling banyak 5% untuk jalur prestasi peserta
didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan 5% untuk
jalur perpindahan orangtua/wali. Peraturan tersebut dilaksanakan dengan tujuan
untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit agar menciptakan
pemerataan kualitas pendidikan diseluruh sekolah di Indonesia.

SMPN 1 Lamongan yang merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten
Lamongan dengan fasilitas seperti Ruangan kelas, Lab komputer, AC, Lcd, dan
sebagainya yang bisa dikatakan sudah lengkap apalagi dengan melihat berbagai
kejuaraan yang diraih oleh siswa di sekolah tersebut mulai dari tingkat Nasional
hingga tingkat Kabupaten, ditambah dengan jumlah kelulusan Ujian Nasional
SMPN 1 Lamongan yang mencapai angka 100% dengan prestasi yang
membanggakan memperlihatkan bahwasanya SMPN 1 Lamongan merupakan
sekolah yang memiliki tingkatan akademis yang baik.Ketika kebijakan mengenai
sistem zonasi itu diberlakukan, dalam penerapannya SMPN 1 Lamongan ini
memiliki beberapa ketimpangan. Banyak siswa yang berprestasi tidak bisa masuk
di SMPN 1 Lamongan yang merupakan sekolah dengan berbagai fasilitas yang

memadahi akibat dampak dari sistem zonasi tersebut. Padahal seharusnya siswa



tersebutlah yang layak untuk mendapatkannya. Disisi lain, para guru di SMPN 1
Lamongan juga harus mulai melakukan adaptasi ulang pada saat proses
pembelajaran dikarenakan siswa yang diajar kemampuannya berbeda-beda.
Banyak siswa yang tertinggal dan tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan.
Meskipun Peraturan tentang sistem zonasi diberlakukan untuk menangani masalah
pemerataan pendidikan, disamping itu terdapat permasalahan baru yang muncul
akibat dari dampak sistem zonasi tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem zonasi mulai
diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 yaitu pada bulan Juli namun hanya di
daerah tertentu saja. Kemudian pada 2019, salah satu sekolah yang ikut
menerapkan peraturan tersebut adalah SMPN 1 Lamongan yang berada di
Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan
fenomena-fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu penelitian dengan judul
“Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru (Studi Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di
SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten

Lamongan).”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa di SMPN 1 di
Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan
Lamongan, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa
SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 Kelurahan Jetis, Kecamatan
Lamongan, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada
permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapat suatu

pengalaman antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.



b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam
bidang limu Politik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana
Implemetasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada siswa SMPN 1 di Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai
pelaksanaan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru.

c. Bagi Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik
Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai
bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

E. Definisi Konseptual
1. Implementasi
Implementasi mengulas pendekatan yang berbeda-beda untuk analisis
tentang bagaimana kebijakan itu dilaksanakan atau dipraktekkan. Implementasi
berasal dari kata “implement” yang artinya mengimplementasikan. Menurut
kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary dijelaskan bahwasanya
mengimplementasikan berarti menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan

dampak atau akibat, dan untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan menurut



harfiah yang dimaksud dengan implementasi ialah pelaksanaan dari suatu
kegiatan.®

Selanjutnya menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul
“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum’ berpendapat bahwa :

“Implementasi merupakan muara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, namun suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.”4

Pengertian Implementasi yang dikemukakan tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, namun suatu
kegiatan yang telah terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh
berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh
karenannya, implementasi tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh
objek berikutnya.

Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier berpendapat bahwa
Implementasi merupakan pemahaman yang akan terjadi setelah ditetapkannya
suatu program yang menjadi fokus dari perhatian pemerintah yang merancang
implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan

kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara.®

SAbdul Aziz, “Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara”, Volume 3 Nomor 1, Juni 2012, Hal. 4
4Usman, Nurdin. 2002. “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”. Him. 70

SPengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli, diakses dari :
https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli, pada tanggal 30
Oktober Pukul 18:56 WIB.
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Oleh karena itu melihat dari definisi Implementasi yang telah diuraikan
diatas memperlihatkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses untuk
melaksanakan suatu kebijakan menjadi tindakan yang mengarah pada suatu
tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan dan untuk mewujudkan
sasaran yang diinginkan. Implementasi biasanya akan dilakukan setelah sebuah
kebijakan telah dirumuskan, dalam proses pembuatan kebijakan ini merupakan
sebuah rangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan.

2. Kebijakan

Kata kebijakan seringkali digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan
tujuan, program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar
tertentu.® Menurut pengamatan yang diajukan oleh Heinz Eulau dan Kenneth
Prewith mengatakan bahwa :

“Kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan
dan pilihan-pilihan kebijakan™

Dari pendapat tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa komponen
yakni : Niat (Intentions) yang bermakna tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah
tindakan. Tujuan (Goals) merupakan keadaan akhir yang hendak dicapai.
Rencana atau usulan (Plans or proposals) yaitu cara yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan. Program, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.
Keputusan atau pilihan (Decisions or choices) yakni tindakan-tindakan yang
diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan

mengevaluasi program. Dan selanjutnya Pengaruh (Effects) yang merupakan

8Charles O. Jones, “Pengantar Kebijakan Publik”, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta), Hal. 46
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dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan yang tidak
diharapkan, yang bersifat primer maupun sekunder).’

Kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program
pemerintah. Menurut Kartasamita memaknai kebijakan sebagai upaya untuk
memahami dan mendefinisikan tentang apa yang dilakukan ataupun yang tidak
dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu isu dan masalah yang
menyebabkan, mempengaruhi, dan pengaruh dampak dari kebijakan tersebut.®
Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan
merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk dilakukan ataupun
tidak dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan suatu problem dan
hambatan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Carl J Federick yang dikutip oleh Leo Agustino
mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan maupun kegiatan
yang bisa diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam
sebuah lingkungan tertentu dimana terdapat faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam menjalankan usulan kebijakan itu dalam rangka untuk
mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.®

3. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan perwujudan keputusan mengenai

kebijakan yang mendasar yang biasanya tertuang di dalam undang-undang.

’Ibid, Hal. 47

8Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakn Publik”,
(Malang, Bayumedia Publishing, 2006), Hal.13

9 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 7
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Namun disamping itu juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang
penting atau keputusan perundangan. ldealnya keputusan-keputusan tersebut
menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang
hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses
implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari
suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Penerapan
bersifat sangat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang
mendahuluinya. Selanjutnya, dalam buku Walter Williams tentang special
issue on implementation menjelaskan bahwa implementasi kebijakan
merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh
pemerintah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan yang pencapaiannya
problematis. Program tercipta apabila terdapat kondisi permulaan yakni
tahapan “apabila” dari hipotesis kebijakan yang telah dirumuskan. Kata
“program” sendiri menegaskan perubahan dari suatu hipotesis menjadi suatu
tindakan pemerintah. Sedangkan premis awal dari hipotesis tersebut telah
disahkan, dan derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat yang diharapkan

(yang merupakan tahapan selanjutnya) disebut dengan sebuah penerapan.t!

Menurut Van Horn dan Van Metter menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan ialah tindakan yang dilakukan baik itu oleh individu, pejabat,

104, M. Hasbullah, “Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif
Pendidikan di Indonesia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hal. 92
Ybid, Hal. 296



13

maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainnya
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. *2Inti dari
implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut
mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak

nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah proses
pengumpulan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang
selanjutnya akan diikuti dengan penentuan tindakan yang harus diambil untuk
mencapai suatu tujuan dari kebijakan tersebut. Rangkaian dari tindakan
tersebut adalah bentuk dari transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan
dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya dapat
menimbulkan suatu perubahan yang memang sudah diamanatkan dalam
kebijakan yang telah diambil sebelumnya.pada hakikatnya, implementasi
merupakan pemahaman atas apa tindakan yang harus dilakukan setelah

sebuah kebijakan itu diputuskan.

4. Peserta Didik
Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen
manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok

persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang

12Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan, diakses pada digilib.unila.ac.id, tanggal 31 Oktober 2019
Pukul 07.06 WIB
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disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem
pendidikan, peserta didik seringkali disebut sebagai “raw material”. Dalam
prespektif pedagosis, peserta didik diartikan sebagai sejenis makhluk hidup
“homo edocandum”, yakni makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam
pengertian tersebut, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki
potensi yang bersifat laten. Sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk
mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakup.®
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) No. 20
Tshun 2003, dijelaskan bahwa “peserta didik diartikan sebagai anggota
masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan
pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.4
Berdasarkan pengertian mengenai peserta didik yang telah diuraikan
tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik individu yang
memiliki sejumlah karakteristik diantaranya :*°
a. Peserta didik merupakan individu yang mempunyai potensi baik itu
secara fisik maupun psikis. Potensi yang dimiliki tersebut sangat perlu
untuk dikembangkan dan di aktualisasikan agar peserta didik mampu
mencapai taraf perkembangan yang optimal.
b. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya,

peserta didik tengah mengalami perubahan dalam dirinya secara

13pra. Desmita, M.Si, “Psikologi Perkembangan Peserta Didik”, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung:
2017), Hal. 39

4Undang-Undang Sidiknas, No. 20 Tshun 2003, Pasal 1, Ayat 4.

15pra. Desmita, M.Si, “Psikologi Perkembangan Peserta Didik”, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung:
2017), Hal. 40
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wajar. Baik itu yang ditujukan kepada dirinya sendiri maupun yang
diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya.

c. Peserta didik ialah individu yang membutuhkan bimbingan individual
dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang tengah berkembang
maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada
tingkatan perkembangannya.

d. Peserta didik meupakan individu yang memiliki kemampuan mandiri.
Dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan untuk
berkembang menuju arah pendewasaan. Selain itu, dalam diri peserta
didik juga terdapat kecenderungan untuk melepaskan diri dan
bergantung pada pihak lain. Karena itu dengan beberapa tahapan
orang tua atau pendidik perlu memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan
kepribadiannya sendiri.

5. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan suatu sistem penerimaan peserta didik baru
yang didasarkan pada zona wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur
didalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan ditujukan untuk
menghapuskan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Di dalam Peraturan
tersebut dijelaskan bahwasanya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona
terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% (delapan puluh persen)

dari total seluruh peserta didik yang akan diterima. Domisili peserta didik yang
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termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat kartu keluarga yang
diterbitkan minimal paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru.

Ketentuan dalam sistem zonasi dijelaskan sebagai berikut :

a. Dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius
zona terdekat dari sekolah dengan presentase minimal 90% (delapan
puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang akan diterima.

b. Domisili peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru.

c. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari
rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau
kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang
bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diterbitkannya surat keterangan domisili.

d. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga
atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota
yang sama dengan sekolah asal.

e. Untuk proses penerimaan calon peserta didik yang berdomisili diluar
radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak
5% (lima persen) dari jumlah yang akan diterima. Ataupun calon

peserta didik yang melakukan jalur perpindahan tugas orang tua/wali
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sebesar 5% (lima persen) dari jumlah yang akan diterima. Artinya
sistem zonasi ini memberikan 90% (delapan puluh persen) kuota
terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10%

diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.



A. Penelitian Terdahulu
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KAJIAN TEORETIK

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis temukan yang berkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis :

No. Nama Keterangan Analisis
1. | Eka Reza | Skripsi, “Implementasi | Penelitian  ini  menganalisis
Khawdomi. Kebijakan Sistem | tentang kebijakan sistem zonasi
Zonasi Terhadap | terhadap proses penerimaan
Proses Penerimaan | peserta didik baru di Kabupaten
Peserta Didik Baru | Lampung Tengah. Pada
Kabupaten  Lampung | penelitian ini menggunakan 2
Tengah”, (Fakultas | pendekatan yaitu secara
Hukum, Universitas | normatif dan empiris. Hasil dari
Lampung, Bandar | penelitian ini diketahui bahwa
Lampung 2019), | Pelaksanaan penerimaan peserta
Hal."69-71 didik baru sistem zonasi di

Kabupaten Lampung Tengah

yaitu : Dalam pelaksanaan
kebijakan sistem zonasi
terhadap proses penerimaan

peserta didik baru di Kabupaten
Lampung Tengah masih
mengacu pada Permendikbud
Nomor 14 Tahun 2018 karena
belum adanya Peraturan Daerah
ataupun  Peraturan  Bupati
Lampung Tengah. Keputusan
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Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Lampung  Tengah tentang
Petunjuk teknik pelaksanaan
PPDB yang memuat sistem
zonasi mengatur tentang PPDB
dengan memprioritaskan calon
siswa yang berdomisili pada
radius zona terdekat dengan
kuota 90% tetapi sekolah wajib
menerima 20% keluarga dengan
ekonomi tidak mampu dari 90%
dari total kuota penerimaan,
kemudian 5% dari pemindahan
KK dengan alasan khusus dan
5% dari calon siswa berprestasi.
Pelaksanaan PPDB  sistem
zonasi jenjang TK dan SD
melalui kriteria dengan urutan
prioritas dari usia kemudian
radius zona dan untuk jenjang
SMP juga melalui kriteria
urutan prioritas yaitu radius
zona kemudian nilai hasil ujian
yang tertera dalam ijazah
ataupun surat tanda tamat
belajar. Penerimaan jenjang
SMP diberikan penskoran atau
tambahan nilai terhadap calon
siswa yang berprestasi di
bidang akademik maupun non
akademik.  Petunjuk teknis
PPDB Lampung Tengah juga
mengatur tentang rombongan
belajar setiap sekolah untuk
jenjang  SD dan  SMP.
Selanjutnya,  Faktor  yang
menjadi  penghambat dalam
pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru adalah
sebagai berikut : Belum adanya
Peraturan  Daerah  ataupun
Peraturan  Bupati Lampung
Tengah mengenai PPDB sistem
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zonasi. Belum maksimalnya
pelayanan terhadap masyarakat
dalam pelaksanaan = PPDB
seperti  sosialisasi mengenai
ketentuan radius zona atau yang
disebut dengan sistem zonasi.
Belum adanya kebijakan dari
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Lampung Tengah terhadap
pemerataan tenaga pengajar dan
tenaga administrasi serta sarana
dan prasarana sebagai tindak
lanjut dari tujuan sistem zonasi

ini  yaitu pemerataan mutu
pendidikan. Masih kurangnya
pengawasan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
terhadap sekolah dalam PPDB
sistem znasi dan tidak adanya
tindakan tegas seperti sanksi

pidana oleh aparatur yang
berwenang kepada oknum-
oknum yang melakukan

pelanggaran karena sejauh ini
pelanggaran-pelanggaran
tersebut  hanya  dijatuhkan
sanksi administratif.®

Ratih Fenty A.
Bintoro

Jurnal Riset
Pembangunan Volume
1 Nomor 1 Tahun
2018. Badan Penelitian
dan Pengembangan
Provinsi  Kalimantan
Timur. Dengan judul
“Presepsi Masyarakat
Terhadap Implementasi
Kebijakan Zonasi
Sekolah Dalam
Penerimaan  Peserta

Penelitian dalam jurnal riset
pembangunan ini menganalisis
terkait dengan Presepsi
Masyarakat Terhadap
Implementasi  Sistem  Zonasi
Dalam  Penerimaan  Peserta
Didik Baru Tingkat SMA
Tahun Ajaran 2017/2018 di
Kota Samarinda. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini
ialah metode penjelasan
(explanatory). Kemudian untuk

18khawdomi Eka, Skripsi : “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan

Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah’, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019),

Hal. 69-71
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Didik Baru Tingkat
SMA Tahun Ajaran
2017/2018 di Kota
Samarinda”.

hasil penelitian ini  dapat
diketahui bahwa terkait dengan
penerapan sistem zonasi
sekolah pada tahun 2017/2018
didapatkan hasil adanya
kekhawatiran akan tertutupnya
kemungkinan untuk bersekolah
di luar zonasi. Kekhawatiran ini
dinilai tidak beralasan karena
pada dasarnya ketentuan zonasi
ini  tidak lantas menutup
peluang murid untuk bersekolah
di sekolah yang diinginkannya
hanya karena berbeda zonasi,
masih tetap terbuka peluang
untuk mendaftar di jalur lintas
zona ataupun jalur prestasi.
Selanjutntya, kurangnya
sosialisasi  kebijakan zonasi,
dalam hal ini tidak semua
masyarakat paham mengenai
tujuan dan aturan pelaksanaan
kebijakan ~ zonasi  sekolah
tersebut sehingga menimbulkan
kebingungan. Dan yang terakhir
adanya kekhawatiran perihal
standar pendidikan yang tidak
merata, pemberlakuan
kebijakan  zonasi  bertujuan
untuk pemerataan pendidikan
yang berkualitas, namun
terdapat beberapa kekhawatiran
mengenai tepat atau tidaknya
kebijakan ini di terapkan,
karena apabila ditelusuri masih
banyak standar nasional
pendidikan yang masih belum
memenuhi standar.’

3. Dian Purwanti,
Ira lrawati, dan
Josy

Jurnal Administrasi
Publik, Universitas
Muhammadiyah

Penelitian ini mengkaji tentang
Efektivitas Kebijakan
Penerimaan Peserta Didik Baru

"Bintoro Fenty Ratih, “Presepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda”, (Jurnal
Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018).
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Adiwisastra. Sukabumi, Jawa Barat | Sistem Zonasi Bagi Siswa Raan
dengan judul | Melanjutkan Pendidikan.
“Efektivittas Metode penelitian yang
Penerimaan  Peserta | digunakan  yaitu  penelitian
Didik Baru Sistem | kualitatif. Hasil dari penelitian
Zonasi  Bagi Siswa | ini adalah implementasi
Rawan  Melanjutkan | kebijakan sistem zonasi tahun
Pendidikan™. Hal. 5 2018/2019 jika diukur dari
indikator ~ dukungan  agen
pelaksana, kesesuaian tindakan,
meningkatnya APK RMP, dan
mendekatkan sekolah dengan
domisili siswa lebih efektif
dibandingkan dengan
implementasi kebijakan sistem
zonasi tahun 2017/2018.
Namun tidak efektif jika diukur
dari indikator mengubah
presepsi masyarakat terhadap
sekolah favorit dan menurunkan
angka  tidak  melanjutkan
sekolah.  Artinya, walaupun
tidak signifikan harus diakui
adanya upaya dari pemerintah
untuk memperbaiki kebijakan
sebelumnya, walaupun hasilnya
tidak sesuai harapan.*®
Elsa Nida | Jurnal Manajemen | Penelitian ini mengkaji tentang
Pangaribuan Pendidikan, Universitas | kebijakan sistem zonasi
dan Nunuk | Negeri Surabaya | penerimaan peserta didik baru
Hariyati. dengan judul | jenjang SMP di Kabupaten
“Implementasi Gresik. Penelitian ini
Kebijakan Sistem | menggunakan pendekatan
Zonasi Penerimaan | kualitatif dengan rancangan
Peserta Didik Baru | penelitian studi kasus. Hasil
Jenjang SMP di | dari penelitian ini menunjukkan
Kabupaten  Gresik™, | bahwa Implementasi kebijakan
Hal. 10 sistem zonasi pada penerimaan

peserta didik baru jenjang SMP
di  Kabupaten Gresik itu
berawal dari upaya pemerintah
dalam mewujudkan pemerataan

18pyrwanti Dian dan Irawati Ira, Adiwisastra Josy, “Efektivittas Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem
Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan”, (Jurnal Administrasi Publik), Hal. 5
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kualitas  pendidikan  yang
didasari oleh beberapa kriteria
penilaian.  Kendala  dalam
implementasi kebijakan sistem
zonasi adalah
kekurangpahaman wali murid
terhadap sosialisasi mengenai
sistem zonasi yang telah
disosialisasikan  oleh  dinas
pendidikan yang menyebabkan
banyak terjadi kesalahan dalam
memilih sekolah di luar zona

yang membuat kesempatan
peserta didik diterima disekolah
yang dipilih  kecil karena

terbatas oleh kuota.*®

5. | Dinar Wahyuni

Jurnal Vol. X No. 14,
Puslit Juli 2018 dengan

judul  “Pro  Kontra
Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun
Ajaran 2018/2019”,
Hal.15-16

Penelitian dalam jurnal pusat
penelitian badan keahlian DPR
Rl ini menganalisis terkait
dengan pro dan kontra atas
penerapan sistem zonasi
penerimaan peserta didik baru
tahun ajaran 2018/2019. Dari
hasil penelitian yang dilakukan,
disimpulkan bahwa penerapan
kebijakan sistem zonasi
menimbulkan pro dan kontra.
Beberapa perdebatan antara lain

Pertama, prioritas jarak
tempat tinggal calon peserta
didik dengan sekolah sebagai
penentu utama PPDB. Kedua,
dasar penerapan sistem zonasi.
Perbedaan penafsiran terhadap
aturan zonasi PPDB
menyebabkan implementasinya
tidak sesuai dengan aturan yang
ada. Ketiga, penggunaan surat
keterangan  tidak  mampu.
Menurut peneliti, sistem zonasi
berangkat dari keberpihakan
pemerintah terhadap seluruh

19Elsa Nida dan Nunuk Hariyati, “/mplementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik
Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”, (Jurnal Manajemen Pendidikan, Unesa), Hal. 10
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elemen masyarakat. Sistem
zonasi merupakan salah satu
strategi pemerataan pendidikan
yang berkualitas. Sistem ini
diharapkan menghilangkan
sebuah kasta dalam sistem
pendidikan di Indonesia.
dimana setiap elemen
masyarakat mempunyai
kesempatan yang sama untuk
mendapatkan pendidikan yang
berkualitas.?°

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai “Implementasi Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan,
Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)”. Fokus penelitian
ini adalah studi terhadap implementasi penerimaan peserta didik baru di SMPN 1
Lamongan yang berada di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten
Lamongan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi, pendukung dan
kendala apa yang menghambat berjalannya kebijakan Permendikbud Nomor 51
Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1
Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang telah
dijelaskan diatas yaitu mengenai informan penelitian, meliputi Dinas Pendidikan

Kabupaten Lamongan, Dewan Pendidikan, Bagian penerimaan peserta didik baru

20Wahyuni Dinar, “Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran
2019/2019”, (Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Volume X No. 14, Juli 2018), Hal. 15-16
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SMPN 1 Lamongan, dan dari beberapa masyarakat yang terlibat dalam jalannya

penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut.

B. Landasan Teori
1. Sistem Zonasi

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan kesempatan yang sama
untuk pemerataan pendidikan. Secara formal upaya pemerataan pendidikan
dimulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Yang
selanjutnya mewajibkan belajar pendidikan selama 9 (sembilan) tahun. Akhir-
akhir ini permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia nampaknya
muncul dalam bentuk kesenjangan dari aspek mutu pendidikan, kesempatan
berkembang bagi peserta didik, dan perbedaan sarana dan prasarana antara
sekolah satu dengan sekolah lain, termasuk munculnya predikat “sekolah
favorit” dalam pendidikan sekolah. Hal tersebut membutuhkan adanya
penyikapan dari negara dan jalan keluar atas permasalahan tersebut, sehingga
tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Pemerataan pendidikan tentu saja bukan hanya sekedar kesamaan
bahwa warga negara telah sama-sama memperoleh pendidikan. Namun dalam
cakupannya pemerataan pendidikan juga diartikan dengan adanya standar
nasional mengenai kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai, dengan ditunjang ruang lingkup ketersediaan guru, peralatan serta

mutu belajar mengajar dan juga kemampuan siswa di sekolah untuk menjadi
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yang terbaik dan mendapatkan hasil yang baik pula bagi kemajuan
pendidikan.

Dalam pencapaian pemerataan pendidikan, negara melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa : ““Setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan dalam pasal 11
ayat (1) menyatakan : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.?

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) meluncurkan kebijakan “Sistem Zonasi” yang tertuang
didalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengenai penerimaan peserta
didik baru sebagai salah satu upaya dalam rangka pemerataan kualitas
pendidikan. Dalam aturan tersebut, penerimaan peserta didik baru yang
dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar maupun
pendidikan menengah wajib menggunakan tiga jalur yaitu jalur zonasi dengan
kuota sebanyak 90% (sembilan puluh persen), jalur prestasi 5% (lima persen),
dan jalur perpindahan orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen). Melalui
aturan tersebut, Kemendikbud berupaya mendorong pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan dan tanpa

diskriminatif. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mempercepat

21Ratna Sari Dewi, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, “Pelayanan Publim dalam Pemerataan
Pendidikan dan Sistem Zonasi”, 02 Juli 2019.
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pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, menciptakan
banyak sekolah favorit, dan juga untuk meningkatkan kualitas guru.

Penerapan sistem zonasi meupakan upaya untuk memperoleh
pemerataan hak pendidikan yang wajar yang sesuai dengan tema kerja tahun
2017 yang dicanangkan Kemendikbud yaitu “Pemerataan pendidikan yang
berkualitas”. Sistem penerimaan peserta didik tidak lagi mengacu pada
capaian prestasi akademik, melainkan berdasar pada radius zona terdekat dari
tempat tinggal siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan :

“Jika ada sekolah favorit disuatu zona, maka itu menjadi hak dari
siswa yang berdomisili di zona sekolah tersebut. Kedepan kita tidak ingin ada
lagi kastanisasi sekolah, tidak akan ada sekolah favorit dan tidak favorit.
Anak-anak pandai dan kaya berkumpul di sekolah favorit, sedangkan anak-
anak miskin dan biasa kumpul di sekolah pinggiran. Padahal istilah sekolah
favorit itu muncul karena memang siswanya yang pandai. Kita ingin
menghilangkan kastanisasi tersebut, harus ada pemerataan pendidikan.”?2

2. Kebijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Peserta Didik Baru

Pasal 16

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. zonasi;
b. prestasi; dan

2?https://m.wartaekonomi.co,id/berital47389/ini-tujuan-penerapan-sistem-zonasi-sekolah-kata-
mendikbud.html, diakses pada 31 Oktober 2019 Pukul 22.39 WIB.


https://m.wartaekonomi.co,id/berita147389/ini-tujuan-penerapan-sistem-zonasi-sekolah-kata-mendikbud.html
https://m.wartaekonomi.co,id/berita147389/ini-tujuan-penerapan-sistem-zonasi-sekolah-kata-mendikbud.html
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c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
Sekolah.

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga)
jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
satu zonasi.

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan
domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi
domisili peserta didik.

(7) Sekolah yang diselenggarakan oleh  Pemerintah Daerah dilarang
membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur
zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling
sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah  wajib menerima calon peserta didik yang
berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat
1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari
rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa
setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan
telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat
keterangan domisili.
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(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga

10.

atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang
sama dengan Sekolah asal.
Pasal 19

Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan

layanan inklusif.
Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti
keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang
menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti
memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib
menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum
menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan
bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite
Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah
bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan
lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti
memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan
penyandang disabilitas.

Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga
seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 20

Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili
peserta didik dengan Sekolah.

Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah
ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan
jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan
semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai
dengan jenjang pendidikan.

Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang
diselenggarakan oleh Pemerintan Daerah dalam proses PPDB telah
menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.

Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman
secara terbuka pendaftaran PPDB.

Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau
kelompok kerja kepala Sekolah.

Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau
kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara
tertulis antar Pemerintah Daerah.

Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.
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Pasal 21

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima belas persen)

)

1)

)

1)

)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:

a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau

b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun
nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat
provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik

yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang
berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan
yang mempekerjakan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi,
dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Sekolah Kerja Sama;

Sekolah Indonesia di luar negerti;

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

Sekolah berasrama;

Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia

Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam
1 (satu) Rombongan Belajar.

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah
yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan
jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

T Te e o0 o
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sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal
yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur
zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 26

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan
mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat
tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama,maka yang diprioritaskan
adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 27

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan
mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat
tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi
yang ditetapkan.

(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat
calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah
sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang
memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

C. Teori Implementasi Kebijakan
1. Teori George C. Edward Il
Berdasarkan prespektif masalah kebijakan yang dikemukakan oleh
George C. Edwards IIlI, implementasi kebijakan diperlukan karena
dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah kebijakan yang perlu diatasi dan
dipecahkan. Setidaknya terdapat empat faktor atau variabel yang secara
langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau

kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat faktor tersebut antara
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lain meliputi sumber daya (resources), komunikasi (communication), struktur
birokrasi (beuraucratic structur), dan disposisi (dispositions). Empat faktor
tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu
kebijakan.?®

a. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan
kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan
kebijakan secara efektif.?* Edward mengemukakan bahwa sumber daya ini
memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu implementasi
kebijakan. Maksud dari pernyataan diatas yakni, bagaimanapun konsistensi
ketentuan dan aturannya, serta akuratnya penyampaian ketentuan aturan
tersebut apabila para pelaksana kebijakan yang memegang tanggungjawab
untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk
melakukan pekerjaan secara efektif, maka kebijakan tersebut tidak dapat
terlaksana secara efektif pula.

b. Komunikasi (Communication)

Komunikasi berarti proses penyampaian informasi komunikator kepada

komunikan. Yang dimaksud dengan komunikasi kebijakan ialah bagaimana

proses penyampaian suratu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan

23pkib Haedar, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, (Jurnal Administrasi
Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2019), Hal. 2

24H. M. Hasbullah, “Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif
Pendidikan di Indonesia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hal. 99
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kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan sangat perlu untuk
disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang
menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan tersebut.

Dalam hal pendidikan, komunikasi berkenaan dengan bagaimana
kebijakan pendidikan tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik,
ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap
dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur
organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Dalam konteks
komunikasi ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: transisi
komunikasi, kejelasan kebijakan pendidikan yang ingin dikomunikasikan,
dan konsistensinya.?

Sturkur Birokrasi (beuraucratic structur)

Menurut Edward, implementasi kebijakan dapat dikatakan masih belum
efektif karena adanya ketidak efisien struktuk birokrasi. Struktur birokrasi
ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang
bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan
sebagainya.

Struktur birokrasi berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi
yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Di

Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan pendidikan

25|bid.
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dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-
lembaga negara dan pemerintahan yang menangani di bidang pendidikan.?®
d. Disposisi (Disposition)

Disposisi  diartikan sebagai sebuah keinginan, kemauan dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan dan
mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Disposisi
berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengeksekusi
kebijakan. Karena kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Bagaimanapun dalam rangka
keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi
tersebut. Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh para
pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
Jika para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka mereka
dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang
diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Namun ketika para pelaksana
memiliki prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi akan berjalan tidak efektif.

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pemikiran yang terkait dengan implementasi kebijakan yang
dirumuskan oleh Van Horn dan Van Meter dikenal dengan istilah A Model of
the Policy Implementation (model proses implementasi kebijakan). Dalam

teori ini berawal dari suatu argumen dimana perbedaan dalam proses

28|bid.
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implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan,
sebab pada setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan.
Kemudian pada titik tersebut keduanya menawarkan suatu pendekatan yang
mencoba untuk menghubungkan antara issue kebijakan dengan implementasi
dan suatu model konseptual yang mempertautkan antara kebijakan dengan
kinerja. Konsep penting dalam prosedur implementasi menurut keduannya
jalah adanya perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.?” Proses
implementasi tersebut merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu
perwujudan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan
untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung
dalam hubungan berbagai variabel. Model pendekatan ini mengandaikan
bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dan dipengaruhi oleh
beberapa variabel yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :2
a. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan
Terkait dengan standar dan sasaran kebijakan, setidaknya harus jelas
dan terukur tujuan dari kebijakan itu agar kebijakan tersebut tepat pada apa
yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi multiinterpretasi. Van Horn
dan Van Meter mengemukakan : “Kinerja dari implementasi kebijakan
dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan

yang sifatnya realistis dengan sosiokultur yang ada dilevel pelaksana

27Splichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi
Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), Hal. 164

28Aan Widiasturi, “Implementasi Kebijakan Program Desa Maslahat di Kabupaten Pasuruan”, (Skrpsi
IiImu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), Hal. 19
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kebijakan. Apabila ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan
sulit untuk direalisasikan.”.Menurut Van Horn dan Van Meter, untuk
mengukur kinerja implementasi kebijakan tentu melihatstandar dan ukuran
tertentu yang dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada
dasarnya adalah penilaian atas tingkat keberhasilan tercapainya standar dan
sasaran tersebut.
. Sumber daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu memerlukan adanya
dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber
daya non-manusia. Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat
bergantung dari bagaimana kemampuan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini.
Karena manusia merupakan sumber daya dalam menentukan suatu
keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber
daya finansial dan waktu juga menjadi hal yang penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya Van Horn dan Van
Meter juga berpendapat bahwa “sumber daya kebijakan juga harus
tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan.
Sumber daya ini terdiri atas dana atau insetif lain yang dapat
memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan
terbatasnya dana atau insetif lain merupakan sumbangan terbesar dalam
gagalnya implementasi kebijakan”. Dalam hal ini dapat diambil

kesimpulan bahwa, pada setiap tahap implementasi menuntut adanya
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sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan
oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian
kebijakan. Hal ini sangat penting karena dipengaruhi oleh ciri yang tepat
dan cocok dengan para agen pelaksanaanya. Hal ini berkaitan dengan
konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan
dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Dalam konteks lain
juga diperlukan adanya agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.
Selain itu, cakupan atau luas wilayah perlu diperhatikan dalam penentuan
agen pelaksana kebijakan.
. Sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa “sikap menerima atau
menolak dari agen pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Sebab
kebijakan yang dilasanakan bukan hasil dari formulasi warga yang
mengenal persoalan kebijakan yang mereka rasakan. Namun kebijakan
publik biasanya sifatnya top down yang dimana para pengambil keputusan
tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan atau permasalahan yang
harus diselesaikan tersebut”.Selanjutnya terdapat tiga elemen yang dapat
mempengaruhi  kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Pertama,

pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua,
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arah dan respon mereka (apakah menerima atau menolak). Ketiga,
intensitas terhadap kebijakan. Penerimaan yang mendalam terhadap standar
dan tujuan kebijakan oleh para pelaksana merupakan potensi yang besar
terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan. Pada akhirnya disposisi
para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
Kurangnya intensitas disposisi maka akan menyebabkan kegagalan dari
implementasi kebijakan.
Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan

Menurut Van Horn dan Van Meter, standar dan tujuan kebijakan
harus dipahami oleh para individu (implementators) yang memegang
tanggung jawab dalam pencapaian dan tujuan dari suatu kebijakan. Karena
itu standar dan tujuan haruslah dikomunikasikan kepada para pelaksana.
Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan apa
yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan kejelasan informasi
yang disampaikan, maka para pelaksana kebijakan dapat memahami apa
yang harus dilakukannya. Prospek implementasi kebijakan yang efektif
ialah ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara
akurat dan konsisten. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak
yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka akan semakin kecil

kesalahan yang akan terjadi.
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Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatukan dalam menilai kinerja
implementasi kebijakan adlaah sejauh mana lingkunga eksternal turut serta
mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi,
dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber maslaah dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan perlu juga memperhatikan kondisi

lingkungan eksternal yang kondusif.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru peneliti menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa “Pendekatan kualitatif yaitu
pendekatan dengan cara memandang obyek kajian sebagai suatu sistem, artinya
obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling
terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada’.?°

Terkait dengan pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni
menggunakan pendekatan studi kasus dimana akan mengeksplorasi suatu kasus
atau berbagai macam kasus yang saling berkaitan dari waktu ke waktu melalui
pengumpulan informasi ataupun data yang mendalam. Penelitian ini memusatkan
diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang memperlajarinya sebagai suatu
kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan,

dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

29suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), Hal. 29
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Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menjaring realita yang ada di
lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tahapan
wawancara, dokumentasi, dan observasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah, lingkungan, ataupun tempat yang
direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam
rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Lokasi tersebut mencakup
daerah atau wilayah yang terdapat subjek dan objek yang berkaitan dengan apa
yang akan diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat
penting dalam penelitian kualitatif, dikarenakan dengan ditetapkannya lokasi
penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah
dalam proses mencari data dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Lamongan yang berada di Kelurahan

Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pertimbangan memilih

lokasi tersebut karena SMPN 1 Lamongan merupakan jendelannya SMPN di

Kabupaten Lamongan yang dikenal dengan prestasinya. Baik itu dibidang

akademik, maupun non akademik. Ketika diberlakukannya kebijakan

mengenai sistem zonasi, sekolah saat ini tidak memandang prestasi dari
peserta didik. Padahal hal tersebut sangat diperlukan bagi sekolah.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini dijadwalkan dan ditempuh dalam waktu kurang lebih

3 bulan, yang dimulai pada bulan November-Januari 2019.
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C. Pemilihan Subyek Penelitian
1. Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi subyek yang memiliki
peranan yang strategis. Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono,
teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut melihat seperti orang
yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian. Dalam
penentuan informan menggunakan purposive sampling ini dipilih berdasarkan
pertimbangan bahwa subyek tersebut benar-benar dapat memberi informasi
dan menguasai objek yang akan diteliti.

Informan penelitian ialah orang-orang yang menjadi sumber informasi
dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui jalannya proses pengimplementasian kebijakan
sistem zonasi. Oleh karena itu, informan yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah aktor-aktor yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam
penerapan  kebijakan sistem zonasi ini, meliputi : Dewan Pendidikan
Kabupaten Lamongan, Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan SMP (Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan), Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan,
Waka Humas SMPN 1 Lamongan, Waka Peningkatan MutuSMPN 1
Lamongan, dan beberapa orangtua/wali dari siswa. Menurut penulis, subjek
tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data

pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.
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2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitian meliputi :

a. Penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terhadap Penerimaan
Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa di SMPN 1 di
Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

b. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan
sistem zonasi pada siswa SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan
Lamongan, Kabupaten Lamongan.

D. Tahap-Tahap Penelitian
1. Tahap Pra Lapangan
Dalam tahap ini penulis menggali informasi mengenai Implementasi

Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan

sebagai akses data awal penulis menggali informasi kepada informan terkait,

kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap pra lapangan ini adalah :

a. Menyusun rancangan penelitian yang berupa penyusunan proposal
penelitian.

b. Sebelum menyusun proposal penelitian, penulis terlebih dahulu
menentukan lokasi penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian
di SMPN 1 Lamongan yang berada di Kelurahan Jetis, Kecamatan

Lamongan, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.
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c. Kemudian setelah proposal penelitian dibuat penulis membuat surat
pengajuan untuk perijinan kepada bakesbangpol selaku institusi yang
mengeluarkan perijinan yang selanjutnya akan diajukan ke pihak Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan, SMPN 1 Lamongan, dan Dewan
Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2. Tahap Lapangan

a. Wawacara mendalam
Selanjutnya penulis akan melakukan interview atau wawancara Secara
mendalam dengan informan yang tepat agar memperoleh data yang valid.
Informan adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan di bidang
SMP, bagian penerimaan peserta didik baru SMPN 1 Lamongan, Dewan
Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan kemudian orangtua/wali dari siswa
yang tidak diterima di SMPN1 Lamongan dengan sistem zonasi tersebut.

b. Pengumpulan Dokumen
Setelah dilakukan interview atau wawancara mendalam, penulis akan
mengumpulkan informasi yang telah didapat serta mencocokkannya
dengan data yang telah ada dilapangan guna mnengkorelasikan beberapa
informasi yang dibutuhkan yang selanjutnya akan dilakukan analisis data.

3. Tahap Pasca Lapangan

a. Menyusun Laporan

Selanjutnya setelah mendapat informasi dari wawancara dan dilakukan

tahapan analisis data, penulis akan segera menyusun laporan yang akan
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disusun  menggunakan format yang telah ada dan dapat

dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam
penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang
memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahapan ini
haruslah dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. Sebab kesalahan dan
ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni
berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitian tidak bisa
dipertanggungjawabkan.®®  Dalam  penelitian  kualitatif, ~ lazimnya data
dikumpullkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu :
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi
Observasi merupakan bagian dalam teknik pengumpulan data. Observasi
berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah suatu
proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat
sitematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena
dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Metode observasi atau

pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca

30Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN
Maliki Malang)
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indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Tujuan observasi dalam
penelitian kualitatif berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Obsevasi Nonpartisipan
yang dimana peneliti hanya mengumpulkan data yang diperlukan dalam
kapasitas yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian integral dari sistem
organisasi. Sesuai yang dikatakan oleh Sugiyono (2008:66) yaitu *“dalam
observasi non partisipatif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”.Terkait dengan
Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan
peserta didik baru sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan, Keluarahan Jetis,
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, peneliti mengamati seputar
perilaku aktor (Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kasi Kesiswaan
Bidang Pendidikan SMP (Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan), Waka
Kesiswaan SMPN 1 Lamongan, Waka Humas SMPN 1 Lamongan, Waka
Peningkatan MutuSMPN 1 Lamongan, dan beberapa orangtua/wali dari
siswa).Instrumen yang digunakan dalam observasi ini antara lain pedoman
observasi (observation guide), video recorder, buku catatan lapangan dan
bolpoin.

2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

bertanya jawab dengan informan secara sistematis sesuai dengan tujuan

81Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Kualitatif”, (Jurnal Ekonomi Syaiah, Sekolah Tinggi
Agama Islam Sorong, )
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penelitian yang dilakukan. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud
tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara
(interviewer) merupakan orang Yyang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) ialah orang yang memberikan jawaban atas
pertanyaan yang telah diajukan. Teknik wawancara merupakan cara
mengumpulkan data dengan hubungan kontak pribadi antara pengumpul data
dengan sumber data. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memeproleh data-data keterangan
yang nantinya dapat memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti
sehingga memperoleh data yang akurat. Proses wawancara dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam
(Indeep Interview) dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah
dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas
hipotesis yang disusun dengan ketat.®? Dalam melaksanakan teknik wawancara
(interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik
sehingga informan bersedia bekerja sama, merasa bebas berbicara dan dapat
memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti
gunakan adalah secara mendalam (Indeep Interview) yaitu dengan ,menyusun
terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan.
Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan

fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu

%2l exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991)
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melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat
dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan
wawancara berlangsung. Instrumen yang digunakan dalam teknik
pengumpulan data wawancara mendalam antara lain pedoman wawancara
(interview guide), recorder, buku catatan lapangan dan bolpoin.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seseorang yang dapat
memberikan informasi mendalam terkait dengan proses diterapkannya sistem
zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan
Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Wawancara akan
berlangsung di lapangan dengan menemui beberapa informan terkait dan
instansi yang menaungi permasalahan sistem zonasi ini, berdasarkan beberapa
pertanyaan yang telah disipakan dalam bentuk pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah
permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan
kepustakaan.®® Berdasarkan hal tersebut maka data-data penelitian akan
didadapat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
sistem zonasi, serta data dokumentasi lain yang berupa catatan tertulis dari

buku penulis serta dari sumber-sumber pendukung lainnya.

33Rjanto adi, “Metodologi Penelitian Sodial Dan Hukum”, (Jakarta; Granit, 2004), Him. 61
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F. Teknik Analisis Data
Tabel 3.1

Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Pengumpulan Data I Penyajian Data I

Reduksi Data Penarikan Simpulan/
Verifikasi
y

Sumber : Sugiyono, 2017

Teknik analisis data dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan
model interaktif Miles dan Huberman. Adapun penjelasan dari teknik analisis ini

diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data menurut Miles dan Huberman ialah sesuatu yang
memfokuskan pada hal penting dan kemudian mencari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas
serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

Reduksi data dalam penelitian kualitatif akan lebih fokus pada tujuan
yang akan dicapai pada temuan. Selain itu penulis juga akan memilah temuan

yang didapat di lapangan dengan mengkaji apa yang menjadi penyebab
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berjalannya Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terselenggara
dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu penulis akan menghimpun
analisa data berupa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan
Implementasi kebijakan tersebut.

Penyajian Data (Data Display)

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai informasi
yang tersusun, memberikan adanya kesimpulan, dan tindakan tertentu.
Selanjutnya melalui hal tersebut, akan di dapat dan dipahami apa yang sedang
terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna untuk mempermudah
langkah selanjutnya untuk menganalisis atau mengambil tindakan dengan
memperdalam hasil temuan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti
melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu melalui data penelitian.
Sehingga hasil dari perolehan data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Agar simpulan dalam penelitian nantinya konsisten dengan fakta yang
ditemukan di lapangan, maka penulis akan mendapati penyajian data
diantaranya : Gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum
Kabupaten Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, serta SMPN 1
Lamongan.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman ialah penarikan
kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan awal masih nilai sementara dan dapat
berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila data
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yang ditemukan di tahap awal telah didukung dengan bukti yang kuat, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.®*
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara yang dapat dilakukan adalah
dengan membaca refrensi yang berasal dari buku, penelitian terdahulu,
maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Upaya peningkatan ketekunan dalam penelitian ini adalah peneliti
mencoba menggali informasi lebih dalam dengan cara melibatkan informan
dari Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kasi Kesiswaan Bidang
Pendidikan SMP (Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan), Waka Kesiswaan
SMPN 1 Lamongan, Waka Humas SMPN 1 Lamongan, Waka Peningkatan
MutuSMPN 1 Lamongan, dan beberapa masyarakat. Pendalaman refrensi juga
dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan. Selain itu, peneliti juga menguraikan kesesuaian dokumen-
dokumen pendukung lainnya dengan kejadian di lapangan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam hal ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam teknik pengumpulan
data, triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

34sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014), Hal. 252
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telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi,
maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji
kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Melalui teknik triangulasi sumber, peneliti mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan
pengujian data dengan empat jenis profesi informan, yaitu : Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan Bagian
Penerimaan peserta didik SMPN 1 Lamongan. Pengujian data dilakukan
dengan metode wawancara sehingga dari tiga jenis profesi informan tersebut
akan menghasilkan kesepakatan informasi.

Selanjutnya adalah triangulasi teknik, uji kredibilitas data ini dilakukan
dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Disini peneliti menguji data dengan apa yang dikatakan oleh empat
informan tersebut untuk dipastikan kembali melalui data-data yang relevan
(Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018) dan observasi di lapangan.

Selanjutnya triangulasi waktu, peneliti menguji kredibilitas data hasil
observasi berdasarkan selang waktu yang berbeda seperti pada waktu pra

lapangan, turun lapangan, maupun proses penyusunan laporan.

35Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung, Alvabeta, 2014), Hal. 241
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H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan

memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Mulai Bab |

Pendahuluan sampai dengan Bab V Penutup. Lebih jelasnya akan penulis

paparkan sebagai berikut :

BAB |

BAB I1

BAB |11

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN vyang terdiri dari Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan
Definisi Konseptual.

KAJIAN TEORETIK vyang terdiri dari Penelitian Terdahulu, Kajian
Pustaka yang berisi tentang (Sistem Zonasi, dan Kebijakan
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru), dan Teori Implementasi Kebijakan oleh (George C.
Edward, Donald Van Metter dan Carl E VVan Horn).
METODOLOGI PENELITIAN yang meliputi Jenis Penelitian,
Lokasi Dan Waktu Penelitian, Pemilihan Subyek Penelitian, Tahap-
Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data,
Teknik Pemeiksaan Keabsahan Data, dan Sistematika Pembahasan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN vyang berisi
Penyajian Data, Data dan Fokus Penelitian, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, Analisis dan
Pembahasan, dan Temuan Hasil Penelitian.

PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN LAMONGAN

Kec. Turi 25 %h

{ W &

x &
’ &
 sigomuti " U
o
—if
i¢

KETERANGAN KELURAHAN

. Sukemulyo

. Sukorajo

. Tumenggungan
. Sidokumpul
Banjar mendalan
Jetis

. Tlogoanyar

. Sidoharjo

+-+-+-+- : Batas Kecamatan
——————— : Batas Desa
-+ :Jalan Propinsi
: Jalan KA
¥ Jalan K
-+ ! Jalan Desa
L] : Desa

N PR WN S

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa
Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan
dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto
dan Kabupaten Jombang di Selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan
Kabupaten Tuban di barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak
50 km sebelah barat Kota Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten

Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan
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metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. Kabupaten Lamongan
memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km? setara 181.280 Ha atau
+3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai
sepanjang 47 Km.

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6° 51° 54 sampai
dengan 7° 23’ 6 Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4’ 41~
sampai 112° 33* 12" bujur timur.

Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan
secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur
yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi,
Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo, dan Kembangbahu.

2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu
dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup,
Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran,
Dan Solokuro.

3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah bonorowo yang merupakan
daerah rawan banjir. Lawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran,
Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun,

Dan Glagah.
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a. Batas Wilayah Kabupaten Lamongan

e Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa

e Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik

e Sebelah Selatan . Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan
Mojokerto

e Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan
Tuban

b. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah (Km?) di Kabupaten
Lamongan
Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah (Km?)

Kabupaten Lamongan

No Nama Kecamatan Luas Wilayah (Km?)
1. | Sukorame 4,147
2. | Bluluk 5,415
3. | Ngimbang 11,433
4. | Sambeng 19,544
5. | Mantup 9,307
6. | Kembangbahu 6,384
7. | Sugio 9,129
8. | Kedungpring 8,443
9. | Modo 7,780
10. | Babat 6,295
11. | Pucuk 4,484
12. | Sukodadi 5,232
13. | Lamongan 4,038
14. | Tikung 5,299
15. | Sarirejo 4,739
16. | Deket 5,005
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17. | Glagah 4,052
18. | Karangbinangun 5,288
19. | Turi 5,869
20. | Kalitengah 4,335
21. | Karanggeneng 5,132
22. | Sekaran 4,965
23. | Maduran 3,015
24. | Laren 9,600
25. | Solokuro 10,102
26. | Paciran 4,789
27. | Brondong 7,459
Lamongan 181,280

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Lamongan mengalami

perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk

sebanyak 1360967 jiwa. Dengan 681587 penduduk laki-laki, dan 679400

penduduk perempuan.

Presentase Penduduk Menurut Status Pendidikan

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

di Kabupaten Lamongan 2018

No Pendidikan / Education Jumlah / Total
1 | Tidak/belum sekolah 300,582

2 | Belum tamat SD/Sederajat 102,288

3 | Tamat SD/Sederajat 411,882

4 | SLTP/Sederajat 252,278

5 | SLTA/Sederajat 234,756

6 | Diploma I/1l 1,147

7 | Akademi/Diploma Ill/Sarjana Muda 8,312
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8 | Diploma IV/Strata | 47,101

9 | Strata-ll 2,917

10 | Strata-Ill 49
TOTAL 1,361,312

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam ranah
kehidupan yang memiliki peran untuk meningkatkan mutu kualitas hidup.
Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin
baik pula kualitas sumber dayanya. Pendidikan merupakan usaha sadar
seseorang untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, keterampilan serta
memperluas wawasan. Berdasarkan data yang sudah tertera diatas, minat
penduduk Kabupaten Lamongan dalam mengemban pendidikan masih
rendah. Terlihat dari jumlah tertinggi penduduk Kabupaten Lamongan
yang menempuh pendidikan hanya berada di tingkatan tamat
SD/Sederajat yaitu 411,882 jiwa.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Tertinggi yang di Tamatkan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten

Lamongan
Tabel 4.3
No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Sekolah Dasar 71 37 108
2. Sekolah Menengah 125 143 268
Pertama
3. Sekolah Menengah 1.154 533 1.687
Atas
4. Diploma | - 3 3
5. Diploma Il 4 3 7
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6. Diploma llI 55 101 156
7. S-1 274 406 680
8. S-11 1 - 1
Jumlah/Total 1.684 1.226 2.910
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
f.  Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Lamongan
Tabel 4.4
No. | Kabupaten Islam Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu
1. | Lamongan | 1,350,267 | 2,825 | 593 366 68 0

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

Berdasarkan jumlah penganut agama di Kabupaten Lamongan

menurut Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tahun 2018, Islam

menjadi agama mayoritas dengan jumlah pemeluk 1,350,267 jiwa,

selanjutnya agama Kristen sebesar 2,325 jiwa, Katolik 593 jiwa, dan

Budha sebanyak 68 jiwa.

2. Gambaran Umum Kecamatan Lamongan

Kecamatan Lamongan merupakan ibukota Kabupaten Lamongan yang

terletak pada posisi koordinat 112° 41” Bujur Timur dan 7° 12’ Lintang Selatan

dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) 7,7 meter. Luas wilayah

kecamatan Lamongan adalah 39,65 km?2. Kelurahan Sukomulyo seluas 3,48

km2, Desa Rancangkencono 3,19 km? dan Desa Wajik 2,81 km? adalah

desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terluas. Sedangkan kelurahan Jetis

yang memiliki luas wilayah hanya 0,71 km? adalah desa/kelurahan yang

mempunyai luas wilayah paling kecil.
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Mengenai batas-batas wilayah Kecamatan Lamongan dengan Kecamatan

lainnya akan dijabarkan sebagai berikut :

>

>
>
>

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

: Kecamatan Turi

: Kecamatan Deket

: Kecamatan Sukodadi

b. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah

Tabel 4.5

Kelurahan dan Luas Wilayah

Kecamatan Lamongan

: Kecamatan Kembangbahu

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km?)
1. | Rancangkencono 3,19
2. | Wajik 2,81
3. | Kramat 1,95
4. | Sidomukti 1,24
5. | Tlogoanyar 0,90
6. | Sidoharjo 2,14
7. | Sumberjo 2,43
8. | Sendangrejo 2,15
9. | Kebet 2,25
10. | Tanjung 2,05
11. | Pangkatrejo 2,23
12. | Karanglangit 1,75
13. | Plosowahyu 1,73
14. | Made 1,33
15. | Sukomulyo 3,48
16. | Sukorejo 2,10
17. | Tumenggungan 1,45
18. | Jetis 0,71
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19. | Banjarmendalan 1,06
20. | Sidokumpul 2,71
Kecamatan Lamongan 39,65

Sumber : Kecamatan Lamongan Dalam Angka 2018
c. Jumlah Penduduk Kecamatan Lamongan
Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Kecamatan Lamongan Tahun 2017

No. | Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk
1. | Rancangkencono 2.564
2. | Wajik 1.810
3. | Kramat 2.019
4. | Sidomukti 1.996
5. | Tlogoanyar 2.860
6. | Sidoharjo 5.442
7. | Sumberjo 2.223
8. | Sendangrejo 2.001
9. | Kebet 1.831
10. | Tanjung 1.836
11. | Pangkatrejo 2.707
12. | Karanglangit 2.730
13. | Plosowahyu 2.564
14. | Made 8.997
15. | Sukomulyo 8.659
16. | Sukorejo 3.980
17. | Tumenggungan 4,799
18. | Jetis 2.913
19. | Banjarmendalan 2.360
20. | Sidokumpul 3.961

Jumlah 68.252

Sumber : Kecamatan Lamongan Dalam Angka 2018
Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik Kabupaten
Lamongan, jumlah penduduk di Kecamatan Lamongan mencapai 68.252

jiwa, tersebar di 20 desa/kelurahan. Desa Made, Kelurahan Sukomulyo dan
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Sidoharjo merupakan
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desa/kelurahan yang menampung

penduduk terbanyak. Desa Made penduduknya 8.997 jiwa atau 13,18% dari

total penduduk kecamatan, kemudian Kelurahan Sukomulyo 8.659 jiwa

atau 12,69% dan Kelurahan Sidoharjo penduduknya berjumlah 5.442 jiwa

(7,97%). Sedangkan desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa

Kebet hanya 1831 jiwa atau 2,68%.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Lamongan

Tabel 4.7

No. | Desa/Kelurahan | Islam | Katolik | Protestan | Hindu | Budha
1. | Rancangkencono | 2.563 - - - -
2. | Wajik 1.808 - - - -
3. | Kramat 2.024 - - - -
4. | Sidomukti 1.992 4 - - -
5. | Tlogoanyar 2.801 42 6 - -
6. | Sidoharjo 5.429 9 4 - 1
7. | Sumberjo 2.190 27 - 7 -
8. | Sendangrejo 1.999 - - - -
9. | Kebet 1.830 1 - - -
10. | Tanjung 1.825 1 - 14 -
11. | Pangkatrejo 2.706 - - - -
12. | Karanglangit 2.729 - - - -
13. | Plosowahyu 2.551 3 - 6 -
14. | Made 8.815 112 69 6 -
15. | Sukomulyo 8.560 71 22 - -
16. | Sukorejo 3.936 28 11 3 4
17. | Tumenggungan 4.661 42 6 - -
18. | Jetis 2.873 12 28 2 -
19. | Banjarmendalan | 2.341 6 7 - -
20. | Sidokumpul 2.844 69 40 3 -
Jumlah 67.477 427 193 41 5

Sumber : Kecamatan Lamongan Dalam Angka 2018




Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP Negeri di
Lamongan Tahun 2017

Tabel 4.8
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Kecamatan

=z
©

Desa/Kelurahan Lembaga | Gedung | Ruang | Rombongan
Sekolah | Sekolah | Kelas Belajar

Murid

Guru

Rancangkencono - - - -

Wajik - - - -

Kramat - - - -

Sidomukti - - - -

Tlogoanyar - - - -

Sidoharjo - - - -

Sumberjo - - - -

Sendangrejo - - - -

O PN~ w N

Kebet - - - -

-
©

Tanjung il 1 18 19

-
=

Pangkatrejo > - - 5

|
no

Karanglangit - - - -

-
w

Plosowahyu - - - -

-
>

Made - - - -

-
o

Sukomulyo 1 1 28 29

[
o

Sukorejo - - - -

|
~

Tumenggungan - - - -

-
©2

Jetis

1 1
Banjarmendalan 2 2 56 60

-
©

115

N
©

Sidokumpul - - - -

Jumlah 5 5 134 141

272

Sumber : Kecamatan Lamongan Dalam Angka 2018
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f. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP Swasta di Kecamatan

Lamongan Tahun 2017

Tabel 4.9
No. Desa/Kelurahan Lembaga | Gedung | Ruang | Rombongan | Murid | Guru
Sekolah | Sekolah | Kelas Belajar
1. | Rancangkencono - - - - - -
2. | Wajik - - - - - -
3. | Kramat 4 - - - - -
4. | Sidomukti - = - - - -
5. | Tlogoanyar - - - - - -
6. | Sidoharjo 2 2 6 6 89 21
7. | Sumberjo - - - - - -
8. | Sendangrejo - - - - - -
9. | Kebet - - - - - -
10. | Tanjung - - - - - -
11. | Pangkatrejo - - - - - -
12. | Karanglangit - - - - - -
13. | Plosowahyu 1 - - - - -
14. | Made 1 1 3 4 95 24
15. | Sukomulyo 1 1 6 3 83 16
16. | Sukorejo 1 1 4 4 116 | 37
17. | Tumenggungan - = 7 - - -
18. | Jetis = - - - - -
19. | Banjarmendalan s - - - - -
20. | Sidokumpul 3 - - - - -
Jumlah 5 5 19 17 383 | 98

Sumber : Kecamatan Lamongan Dalam Angka 2018
3. Gambaran Umum Kelurahan Jetis
Kelurahan Jetis terletak di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
dengan luas wilayah 0,89 km?2. Wilayah Kelurahan Jetis dihuni oleh 704 Kepala
Keluarga dengan jumlah penduduk keseluruhan 3.076 jiwa yang terdiri dari

1.528 laki-laki dan 1.548 perempuan.



a. Batas Wilayah Kelurahan Jetis

- Utara : Kelurahan Sidokumpul

- Timur : Kelurahan Tikung

- Selatan: Kelurahan Tlogoanyar

- Barat : Kelurahan Tumenggungan

b. Kondisi Geografis
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Wilayah Kelurahan Jetis terletak di dataran rendah dan ketinggian 4 m

dari permukaan laut dengan curah hujan 2.000 mm.tahun serta suhu rata-

rata 34°C.

¢. Jumlah Penduduk Kelurahan Jetis

Tabel 4.10
No. Kelurahan Jenis Kelamin KK
Laki- Perempuan L+P
Laki
1. Jetis 1.528 1.548 3.076 704
Jumlah 1.528 1.548 3.076 704

Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/jetis_lamongan, Lamongan

Berdasarkan rekapitulasi jumlah penduduk Kelurahan Jetis, jumlah

penduduk laki-laki dan perempuan di Kelurahan Jetis sebanyak 1.528 jiwa.
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B. Data Fokus Penelitian

Terkait dengan data dan fokus penelitian, penulis akan memfokuskan
penelitian pada bagian subjek dan objek. Dalam penelitian kualitatif deskriptif
dengan pendekatan studi kasus ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data
primer dan data sekunder. Data pimer merupakan data yang didapat dan
dikumpulkan langsung dari informan penelitian dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber
informasi yang dicari.*® Terkait dengan data primer yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan informan penelitian yaitu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan,
Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Bagian Kesiswaan SMPN 1 Lamongan,
dan juga dari beberapa masyarakat Orangtua/wali peserta didik.

Selanjutnya terkait dengan data sekunder ialah data yang diperoleh oleh
penulis melalui pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh penulis dari subjek
penelitiannya.®” Data sekunder sendiri dapat diartikan sebagai data pendukung
yang berupa data dokumentasi atau data yang telah tersedia. Adapun data sekunder
dalam penelitian ini berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Surat Keputusan
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Lamongan

Tahun Pelajaran 2019/2020. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang

36syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 91
¥\bid.
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berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini antara lain buku, jurnal, data
internet dengan sumber yang terpercaya serta arsip yang didapat dari SMPN 1
Lamongan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dengan adanya data
primer dan data sekunder yang telah didapat oleh penulis, dapat memberikan
manfaat dalam membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah. Dengan
data hasil penelitian yang relevan dan dapat dipercaya.
1. Profil SMPN 1 Lamongan
SMPN 1 Lamongan merupakan salah satu Sekolah Menengah
PertamaNegeri yang ada di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
SMPN 1 Lamongan terletak di wilayah Kecamatan Lamongan yang berada di
Jalan. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No.18, Kelurahan Jetis, Kecamatan
Lamongan, Kabupaten Lamongan. Dalam catatan relief yang hampir usang
tertera dibawah/fondasi kayu bangunan gedung sebelah Utara pada kelas di
bagian Barat, bahwa SMPN 1 Lamongan didirikan antara sekitar tahun 1924
s/d 1936. Bangunan SMPN 1 Lamongan ini berdampingan dengan Rumah
Sakit Umum Daerah Dr Soegiri yang ketika itu tower sebelah Selatan Alun-
Alun Lamongan hampir bersamaan pendirinya dilakukan oleh penjajah
Belanda. Salah satu pertimbangan penjajah Belanda meletakkan letak posisi
bangunan SMPN 1 Lamongan di tempat yang sekarang ini adalah secara
tekstur tanah kondisi disitu memang relatif lebih tinggi dibanding dengan
wilayah sekelilingnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting penjajah Belanda
karena wilayah Lamongan pada umumnya ketika itu masih rawan akan banjir.

Kondisi bangunan lama SMPN 1 Lamongan yang hingga kini masih berdiri
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kokoh dan full berbahan kayu jati adalah pada sisi sebelah Selatan dan Utara,
dan atas dasar nilai-nilai historisnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan menetapkan dua blok bangunan tersebut ditetapkan dalam Perda
(Peraturan Daerah) sebagai cagar budaya milik Kabupaten Lamongan, artinya
bahwa SMPN 1 Lamongan harus menjadi perhatian dan perawatan serta
pengawasan khususnya civitas akademika SMPN 1 Lamongan dan dari semua
pihak untuk ikut bersama menjaga dan melestarikan bangunan tersebut yang
sangat bernilai sejarah dan bernilai perjuangan. Dan barang tentu untuk

meningkatkan prestasi.

NILAI AKREDITASI SMPN 1 LAMONGAN

KETERANGAN NILAI
Standar isi 93.00
Standar proses 93.00
Standar kelulusan 94.00
Standar tenaga pendidik 92.00
Standar sarana prasarana 94.00
Standar pengelolaan 93.00
Standar pembiayaan 93.00
Standar penilaian 92.00
Nilai akhir 93.00
Akreditasi A




a. Struktur Organisasi

KETUA KOMITE SEKOLAH

Drs. TAUFIQ SUBTY,M.Pd. |

WAKIL KEPALA SEKOLAH

BIDANG AKADEMIK DAN i '~

ADMINISTRASI

NUR AZIZ. M.Pd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB LAMONGAN
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Drs. H ADI SUWITO, M.Pd

PENGAWAS PEMBINA SEKOLAH

Drs. H MATALI, M.M

Drs MUHAMMAD ZAINI LUKMAN, M.P

KEPALA SEKOLAH

Drs H. KHOIRUL ANAM, M.Pd

PENJAMIN MUTU

KEPALA TATA USAHA

H. SUMALYO, SE

YULI ISLAMIYAH, M.Pd

BISRI EKHSAN, M.PD

WAKIL KEPALA SEKOLAH
BIDANG HUMAS DAN SARPRAS = * == = = = =

SITI AISYAH, M.Pd

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG
KESISWAAN DAN BUDAYA
LINGKUNGAN

MUJI BURROKHMAN, S.Pd, M.Pd

WALI KELAS

GURU DAN STAF TATA USAHA

SISWA
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b. Job Description

1. Kepala Sekolah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bersama Wakil Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu, dan koordinator
bidang menyusun Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang 8
tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1 tahun (RKS -
RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga sekolah.
Mempublikasikan rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan mutu, motto, dan
janji layanan sekolah.

Mengimplementasikan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah :
kemandirian atau otonomi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif,
fleksibilitas, dan sustainibilitas.

Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh wakil kepala
sekolah dan koordinator bidang.

Merumuskan dan melaksanakan program supermonev(supervisi,
monitoring, dan evaluasi) internal serta memanfaatkan hasil supermonev
untuk meningkatkan kinerja sekolah.

Menciptakan suasana/budaya sekolah yang menjamin terkepalajadinya
Proses Belajar Mengajar yang kondusif.

Melaksanakan pembagian tugas, pemberian pekerjaan dan tanggung
jawab yang jelas kepada warga sekolah.

Mengembangkan usaha-usaha sekolah yang mengarah kepada
keuntungan ekonomi (Pengembangan Ekonomi Kreatif) dalam rangka
peningkatan sumber dana sekolah untuk mendukung penyelenggaraan

dan pengelolaan sekolah.
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9) Menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat,

komite, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan mutu

pelayanan dan memobilisasi sumber daya masyarakat.

10) Membangun dan mengembangkan jejaring internasional, seperti dengan

Lembaga Akreditasi Internasional, Lembaga Penilaian Internasional serta

dengan sekolah unggul untuk menjalin partnership program dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi sekolah baik di tingkat

nasional maupun internasional.

11) Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada instansi di

atasnya (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan).

2. Wakil Kepala Sekolah
a. Wakasek Bidang Akademik Dan Administrasi Sekolah

1)

2)

3)

Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan
mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka
Panjang 8 tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1
tahun (RKS - RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga
sekolah.

Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan
menetapkan  Struktur Organisasi Sekolah, mekanis mekerja,
TUPOKSI, pembagian tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, tata
tertib sekolah, serta Kode Etik Sekolah.

Mereview, merevisi, mengembangkan, dan mendokumentasikan Buku
| sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kurikulum 2013 serta

sesuai dengan standar atau kriteria ideal Sekolah Rujukan.



4)

5)

6)

7)

8)
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Mendokumentasikan Buku Il (Silabus) dan Buku Il (RPP) secara
lengkap sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, mengintegrasikan
PLH, PEK, PBKL, dan PBKG,Literasi, PPK, Pendidikan Anti
Korupsi ( PAK), Kompetensi abad XXI (6C), HOTS serta memenubhi
kriteria ideal Sekolah Rujukan.

Mengkoordinasikan seluruh  kegiatan yang terkait dengan
peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing, yang
meliputi : bidang kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian
pendidikan, sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013 dan memenubhi
kriteria ideal Sekolah Rujukan.

Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi,
monitoring, dan evaluasi internal di bidang peningkatan mutu
pendidikan, relevansi, dan daya saing, yang meliputi : kurikulum,
proses pembelajaran, dan penilaian, serta menindaklanjuti hal-hal
yang memerlukan penanganan khusus

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan
kompetensi dan professionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk
mengelola Sekolah Rujukan

Berkoordinasi dengan bidang SIM dan PAS untuk mengelola sistem
informasi manajemen yang memadahi untuk mendukung kelancaran
administrasi sekolah dan administrasi pendidikan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan..
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Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS
(Prosedur Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai

dengan ISO 9001: 2015 dan IWA 2007 : 2

10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan

Mutu Internal ( SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun

pelajaran.

. Wakasek Bidang Humas Dan Sarana Sekolah

1)

2)

3)

4)

5)

Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan
mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka
Panjang 8 tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1
tahun (RKS - RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga
sekolah.

Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan
menetapkan  Struktur Organisasi ~ Sekolah, mekanisme kerja,
TUPOKSI, pembagian tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, tata
tertib sekolah, serta Kode Etik Sekolah.

Berkoordinasi dengan Pengurus Komite, Korbid Humas, Peran Serta

Masyarakat dan Kemitraan

Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan
Sekolah Berkarakter dalam rangka memenuhi standar atau kriteria
ideal Sekolah Rujukan.

Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan pengembangan sarana

dan prasarana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,



C.

6)

7)

8)

9)
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kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta memenuhi kriteria ideal
Sekolah Rujukan.

Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi,
monitoring, dan evaluasi internal di bidang sarana dan prasarana serta
menindaklanjuti hal-hal yang memerlukan penanganan khusus.
Berkoordinasi dengan Tim GLS untuk melaksanakan seluruh program
kegiatan GLS memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan.
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan
pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam kemasyarakatan
untuk memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan

Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS
(Prosedur Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai

dengan ISO 9001: 2015 dan IWA 2007 : 2

10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan

Mutu Internal ( SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun

pelajaran.

Wakasek Bidang Kesiswaan Dan Budaya Lingkungan

1)

2)

Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan
mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka
Panjang 8 tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1
tahun (RKS - RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga
sekolah.

Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan

menetapkan  Struktur Organisasi Sekolah, mekanisme kerja,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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TUPOKSI, pembagian tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, tata
tertib sekolah, serta Kode Etik Sekolah.

Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan yang berkaitan denngan
pembinaan kesiswaan dan peningkatan prestasi sekolah dalam rangka
memenuhi standar atau kriteria ideal Sekolah Rujukan.

Berkoordinasi dengan Korbid Kurikulum dan Korbid Kesiswaan.
Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan pengembangan
Budaya dan Lingkungan sekolah sesuai dengan Kriteria Sekolah
Adiwiyata Mandiri dan menuju Eco Schoola ASEAN serta kriteria
ideal Sekolah Rujukan.

Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi,
monitoring, dan evaluasi internal di bidang pembinaan kesiswaan dan
peningkatan prestasi sekolah serta menindaklanjuti hal-hal yang
memerlukan penanganan khusus.

Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan menuju Eco School
ASEAN dan program pengimbasan sekolah Adiwiyata memenuhi
kriteria ideal Sekolah Rujukan.

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan
pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam kultur sekolah untuk
memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan.

Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS
(Prosedur Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai

dengan 1SO 9001: 2015 dan IWA 2007 : 2
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10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan
Mutu Internal ( SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun

pelajaran.
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c. Visi Misi
Visi
Mewujudkan insan yang cerdas, kreatif, berprestasi, kompetitif, berwawasan
global, peduli lingkungan dan berimtag.
Misi

1. Mengimplementasikan dan mengembangkan 8 Standar Nasional
Pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, tuntutan
kemajuan zaman, dan lingkungan hidup.

2. Memberikan layanan pendidikan dan kecakapan yang bermutu, serta
menegakkan 4 pilar belajar (learning to know, learning to do, learning to
together, learning to be one’s self) serta mendorong siswa menjadi
pembelajar sepanjang hayat, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap
lingkungan hidup dan tantangannya, tanggap terhadap perkembangan
issue lingkungan, baik lokal maupun global.

3. Mewujudkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup disekolah yang
bersih, nyaman, aman, asri, hijau, indah, rindang, dan sejuk serta bebas
rokok, narkoba dan bullying.

4. Menanamkan kepada peserta didik karakter kecintaan terhadap
lingkungan hidup, serta memiliki prakarsa untuk mencegah dan
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

5. Mewujudkan kultur sekolah yang religius dan berkarakter, agar bisa
menjadi teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia,
budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa

enterpreneurial, jiwa patriot dan jiwa innovator.
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6. Menanamkan ajaran agama dan keimanan yang mantap kepada siswa
dalam rangka pembentukan insan kamil yang memiliki integritas moral
yang tinggi.

2. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
a. Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMPN 1 Lamongan
1) Jalur zonasi (Online)

a) Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud adalah paling sedikit 90% dari
daya tampung sekolah

b) Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur dari tiga jalur
pendaftaranj PPDB dalam satu zonasi

c) Menunjukkan kartu keluarga asli dan menyerahkan fotocopynya untuk
mengetahui domisili peserta didik. Kartu keluarga dapat di ganti dengan
surat keterangan domisili dari RT atau RW yang di legalisasi oleh
Lurah/Kades setempat yangt menerangkan bahwa peserta didik yang
bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak

diterbitkannya surat keterangan domisili.
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2) Jalur Prestasi (Offline)

a)
b)

d)

9)

Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
Piagam/sertifikat bidang akademik dan non akademik yang dihargai
adalah Piafam yang diterbitkan serendah-rendahnya oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota Madya, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
Madya atau Bupati/Wali Kota, bukan piagam yang diterbitkan oleh
Sekolah, Yayasan, Forum atau Organisasi Masyarakat/Politik, meskipun
mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag
atau Bupati/Walikota.

Piagam yang diterbitkan oleh KONI Kabupaten/Kota Madya atau Cabang
Olahraga/Seni : PASI, PELTI, PBVSI, PERCASI, IPSI, PSSI, FBSI,
PDBI, PGSI, PERBASI, PERPANI, PTMSI, PRSI, PERBAKIN, dan ISSI
minimal tingkat Kabupaten/Kota Madya.

Piagam/sertifikat juara I, Il, atau Il minimal tingkat Kabupaten/Kota
Madya.

Piagam/sertifikat juara 1 sd 5 untuk kejuaraan S2MEC, juara 1 untuk
kejuaraan STC yang di keluarkan oleh SMPN 1 Lamongan.

Piagam yang dihargai hanya satu setiap peserta dan diambil dari piagam
tertinggi yang pernah diperoleh peserta saat peserta menempuh
pendidikan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Piagam/sertifikasi yang di hargai harus mendapat pengesahan dari Dinas

Pendidikan Kabupaten Lamongan.
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h) Piagam/sertifikasi asli serta sertifikasi/surat keterangan Tahfidz Al-Quran,
bagi Non Muslim Surat Keterangan Hafal ayat-ayat pada kitabnya dari
guru pembinanya.

i) Calon peserta didik yang setelah pengumuman tidak diterima pada Jalur
Prestasi dapat mendaftar lagi pada Jalur Zonasi.

3) Jalur Mutasi Orangtua/Walimurid (Offline)

a) Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen)
dari daya tampung sekolah dan dibuktikan dengan surat penugasan
orangtua/wali.

b) Dibuktikan dengan alamat yang tertera pada Surat Keterangan domisili
atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Tahun sebelum
pelaksanaan PPDB.

c) Untuk orang tua yang mendapat tugas (TNI/Polri/ASN) dapat dibuktikan
dengan surat penugasan dari Orangtua/Wali.

d) Apabila pada Jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak terpenuhi mjaka
sisa kuota dialihkan ke Jalur Prestasi.

b. Sistem, bentuk, dan bobot penghargaan yang lain
Bagi pendaftar yang memiliki prestasi juara perorangan Nasional,
bebas memilih SMP Negeri di Kabupaten Lamongan, yang bersangkutan

secara otomatis diterima sebagai calon peserta didik baru.
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c. Persyaratan Seleksi PPDB

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 7 SMPN 1 Lamongan

meliputi sebagai berikut:

a)

b)

d)

Berusia paling lambat 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan, di buktikan dengan menunjukkan akta kelahiran asli dan kartu
keluarga asli.

Menunjukkan kartu keluarga asli dan menyerahkan fotocopynya untuk
mengetahui domisili peserta didik. Kartu keluarga dapat diganti dengan
surat keterangan domisili dari RT atau RW yang di legalisasi oleh
Lurah/Kades setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang
bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak di
terbitkannya surat keterangan domisili.

Menyerahkan surat keterangan dari Kepala Seklah yang menunjukkan
Nama, Tempat Tanggal Lahir, Asal Sekolah, Nomor Induk Siswa
Nasional (NISN), dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Sekolah
Berstandar Nasional.

Memiliki ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk
lain sederajat.

Memiliki prestasi Akademik maupun Non Akademik perorangan maupun
kelompok juara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional
dengan perhitungan nilai piagam sebagai berikut :

Tabel 4.11

NO. TINGKAT JUARA | PERORANGAN | KELOMPOK
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KEJUARAAN A B|C
1. Tingkat I - 35|20 |10
Nasional I - 30 18| 9

Il - 25 |17 | 8

2. Tingkat I 40 25 | 14 | 7
Provinsi ] 35 20 |13 | 6

Il 30 15|12 | 5

3. Tingkat I 25 12| 7 | 3
Kab/Kota I 20 10| 6 | 2

Madya Il 15 8 511

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Keterangan :

Tabel 4.12

Kategori Kelompok A | Adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang
jumlah pemain utamanya maksimal 3 (tiga)

orang.

Kategori Kelompok B | Adalah cabang olahraga, dan IPTEK yang
jumlah pemain utamanya maksimal 11 (sebelas)

orang.

Kategori Kelompok C | Adalah cabang olahraga dan seni yang jumlah
pemain utamanya di atas 11 (sebelas) orang,

contoh cabang Drum Band.

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
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Perhitungan piagam akan dipilih 1 (Satu) piagam dengan nilai tertinggi
dan bukan merupakan nilai piagam secara komulatif.

Merupakan piagam yang dihasilkan dari Perlombaan yang
diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi
Pemerintan lainnya dan bukan merupakan Perlombaan yang

diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

d. Tata Cara Seleksi PPDB SMPN 1 Lamongan

a)

b)

d)

Menyerahkan surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang berisi : Nomor
Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan daftar nominasi tetap
(DNT), nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induki Siswa Nasional dan
asal sekolah.

Memiliki ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk
lain sederajat.

Calon Peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran Online secara
mandiri atau melalui sekolah yang dituju dengan mengakses ke situs

PPDB Online Kabupaten Lamongan https://lamongan.siap-ppdb.com

dengan melakukan entri data sesuai form yang ada.

Calon peserta didik baru diperbolehkan memilih 3 (tiga) pilihan sekolah
yang diminati.

Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran online.

Setelah mencetak bukti pendaftaran online, peserta membawa berkas
persyaratan ke sekolah yang dituju untuk dilakukan verifikasi dan

validasi.


https://lamongan.siap-ppdb.com/

€.

9)

h)

)

K)

85

Zonasi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi di daerah
tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan
ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan
anak usia sekolah di daerah tersebut.

Penetapan Zonasi PPDB SMP Tahun Pelajaran 2019/2020 dihitung
berdasarkan jarak domisili ke sekolah yang dituju.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan jalur zonasi
akan menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan) dengan
memberikan skor berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
tujuan dan

Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka
yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dengan jalur prestasi dan
jalur perpindahan orangtua/wali akan menggunakan mekanisme luring
(luar jaringan) dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke
sekolah tujuan.

Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka
yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mempunyai nilai prestasi
lebih tinggi, Surat Perpindahan Tugas lebih lama, dan yang mendaftar
lebih awal. Bagi calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada
pilihan 1 (pertama), maka akan otomatis beralih ke pilihan ke 2 (dua) dan

seterusnya sampai pilihan ketiga.

Syarat Kelengkapan Pendaftar

1. Surat keterangan dari sekolah yang berisi :
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a. Nomor Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
b. Daftar Nominasi Tetap (DNT)

c. Nama Peserta Didik

d. Tempat, Tanggal Lahir

e. NISN

f. Alamat Peserta Didik

g. Asal Sekolah

Kartu keluarga asli dan fotocopy

. Akte kelahiran asli dan fotocopy

Piagam Kejuaraan (Jalur Prestasi)

. SK mutasi orangtua/walimurid (Jalur Mutasi)
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C. Analisis Dan Pembahasan
1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018 tentang Kebijakan Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan

Kebijakan =~ merupakan  suatu  keputusan  yang  diambil  oleh
seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk
memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh
karena itu, suatu kebijakan tentunya haruslah berpihak kepada seluruh elemen,
khususnya masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang
dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang
memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya untuk mengetahui
implementasi dari suatu kebijakan tersebut pemerintah pusat tentunya akan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar diketahui peran dari implementator
tingkat Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Guna
memperlancar penerapan dari kebijakan tersebut, maka seluruh pihak yang
terlibatdalam pengimplementasian kebijakan harus mampu menjalankan keputusan
yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta
bertanggungjawab akan implementasiannya, dalam hal ini yakni mengenai
Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Lamongan.

Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan suatu kebijakan pendidikan
pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51
Tahun 2018. Dimana sistem tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona
oleh pemerintah daerah masing-masing dan dari pihak sekolah wajib menerima

calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase
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tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Kebijakan tersebut
dirumuskan untuk mengatasi permasalahan mengenai pemerataan kualitas
pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Tri Wulansari, SE, MM selaku Kasi Kesiswaan
Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang
menyatakan bahwa :

“Adanya sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan, jadi tidak terfokus
pada satu atau dua sekolah tertentu. Selama ini kalau samean amati, orang kan
melihat antara sekolah favorit sekolah tidak favorit kan gitu. Orang cenderung
masuk ke sekolah favorit dulu, nah sekolah yang tidak favorit bagaimana?
Istilahnya kan sisa dari sekolah yang di favoritkan. Kalau untuk zonasi ini,
pembagian jadi wilayahnya sekolah favorit dan tidak favorit tidak ada. Semua
sekolah sama. Karena siswa yang ada di sekitar sekolah itu bisa masuk di sekolah-
sekolah tertentu yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Jadi dibagi. Kalau
dulu kan misal yang rumahnya dekat dengan SMPN 1 kan bisa masuk ke SMPN 3,
karena waktu itu berdasarkan danem, sekarang yang disekitar situ masuk di
sekolah yang paling dekat.”3®

Dari ungkapan yang disampaikan tersebut maka penulis bisa mengetahui
bahwa kebijakan mengenai sistem zonasi tersebut memang dirumuskan untuk
mengatasi suatu problem/permasalahan masalah pendidikan yaitu dengan tujuan
untuk pemerataan pendidikan diseluruh sekolah-sekolah.

Pada pengimplementasian kebijakan tersebut pemerintah menetapkan
pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang tertera dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang didalamnya berisi
tentang tujuan pelaksanaan PPDB, persyaratan PPDB, jalur pendaftaran PPDB, tata
cara pendaftaran PPDB, seleksi PPDB, daftar ulang dan pendataan ulang,

rombongan belajar, dan larangan yang terkait dengan pelanggaran dalam

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

38Wawancara dengan lbu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pukul 10:47 wib.
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Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi
Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan) :

“Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut
saya sudah baik, dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Karena memang wajib.
Apabila tidak melaksanakan maka akan kena teguran dari pusat, dan yang kena
nanti bupati. Jadi wajib dilaksanakan mulai tahun kemarin, kalau dulu kan
percobaan daerah-daerah tertentu. Jadi mulai tahun 2019 itu wajib dilaksanakan
zonasi. Jadi direalisasikan sesuai dengan Peraturan yang ada. Sesuai dengan
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 itu.”3°

Lebih lanjut pendapat dari Trininta Melati, M.Pd

“Di SMPN 1 Lamongan sendiri, mengikuti peraturan dari pemerintah.
Dimana itu tertera di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan. Jadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun 2019
ini kami menggunakan 3 jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan tugas
orang tua/wali. Kita tetap menggunakan sistem zonasi, karena itu kan aturan dari
pusat otomatis Kkita juga harus mengikuti aturan tersebut. Nggakboleh kita
melanggar sendiri aturan itu. Walaupun sebenarnya disini dulu pakai tes dan lain-
lain, jadi kita nyeleksi semuanya lalu ada jalur prestasi dan lainnya tetap ada.”*

Dari pernyataan yang dikemukakan tersebut dapat dilihat bahwa pada
pengimplementasian kebijakan mengenai sistem zonasi pada penerimaan peserta
didik baru di SMPN 1 Kabupaten Lamongan ini berdasarkan pada Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018, yang kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan Pedoman
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang di dalamnya mengatur mengenai
mekanisme kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru secara lengkap dan rinci yang
terkait dengan ketentuan umum, tujuan, persyaratan, jalur pendaftaran PPDB, tata
cara pendaftaran PPDB, seleksi PPDB, daftar ulang dan pendataan ulang, hingga
larangan dalam PPDB. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik di SMPN 1

Lamongan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam pedoman teknis

Penerimaan Peserta Didik Baru. Yang dimana SMPN 1 Lamongan menerima

3%Wawancara dengan lbu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pukul 10:47 wib.

“OWawancara dengan lbu Trininta Melati, M.Pd (Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis,
tanggal 21 November 2019 pukul 09.40 wib.
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peserta didik sebanyak 320 siswa. Dengan ketentuan kuota jalur zonasi 90%,
SMPN 1 Lamongan menerima 288 siswa yang masuk di dalam zona wilayah
sekolah tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari
suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi
kebijakan merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh
pemerintah dalam menciptakan suatu perubahan pada lingkungan, individu,
maupun kelompok. Implementasi kebijakan mengenai sistem zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan dapat menciptakan adanya perubahan
untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pihak pelaksana yang
terkait. Kebijakan mengenai sistem zonasi membawa suatu perubahan pada
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yakni sebelum diterapkannya
kebijakan ini, peserta didik dapat memilih sekolah yang dianggapnya favorit
meskipun jarak dari tempat tinggalnya jauh. Namun setelah diterapkan kebijakan
mengenai sistem zonasi, peserta didik tidak bisa bebas memilih sekolah yang
diinginkannya karena peluang dari luar zona dibatasi hanya 5% (lima persen) saja,
kecuali memang peserta didik tersebut terdaftar dekat dengan radius zona yang
ditentukan, dan memiliki prestasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adanya
perubahan itu memberi dampak dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, salah
satunya yaitu mulai merata atau tersebar potensi dari peserta didik tersebut.

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.
Edwards 111, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena
dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah kebijakan yang perlu diatasi dan

dipecahkan. Setidaknya terdapat empat faktor atau variabel yang secara langsung
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maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dari
implementasi sebuah kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain meliputi sumber
daya (resources), komunikasi (communication), struktur birokrasi (beuraucratic
structur), dan disposisi (dispositions). Empat faktor tersebut merupakan kriteria
yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.*!

a. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan
kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan
kebijakan secara efektif.#? Edward mengemukakan bahwa sumber daya
memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan.
Maksud dari pernyataan tersebut adalah, bagaimanapun konsistensi ketentuan
dan aturannya, serta akuratnya penyampaian ketentuan aturan tersebut apabila
para pelaksana kebijakan yang memegang tanggungjawab untuk melaksanakan
kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara
efektif, maka kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana secara efektif pula.

Terkait dengan sumber daya (resources) yang ada dalam kebijakan
mengenai sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan ini terdapat kesediaan sumber
daya manusia yang mendukung pengimplementasian dari kebijakan sistem

zonasi tersebut.

41Akib Haedar, “/Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, (Jurnal Administrasi Publik,
Volume 1 No. 1 Tahun 2019), Hal. 2

42H. M. Hasbullah, “Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di
Indonesia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hal. 99
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Pernyataan itu disampaikan oleh Ibu Drs Suprapti, M.Pd (Wakasek
Peningkatan Mutu) :*

“Dalam ppdb ini kan pakai online, ada adminnya sendiri-sendiri.
Mungkin itu sdm yang tersedia”

Disamping itu pendapat dari Ibu Trininta Melati, M.Pd :

“Sudah ada semua pembagiannya, mulai dari sekretaris dan lainnya.
Disini sudah ada surat edaran dari kabupaten. Jadi kita harus wajib
melaksanakan. Setelah itu kita membuat sendiri, sudah ada ketentuannya.
Dalam ppdb kan sudah ada adminya.”4*

Dari ungkapan yang disampaikan tersebut penulis dapat mengetahui
bahwa terdapat sumber daya manusia yang ada dalam implementasi kebijakan
sistem zonasi itu dan dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya
terdapat “admin” dalam menangani pendaftaran peserta didik baru secara
Online. Disamping itu juga ada yang menangani pendaftaran peserta didik
dengan menggunakan mekanisme luring (offline).

Selain adanya sumber daya manusia Yyang terlibat dalam
pengimplementasian kebijakan tersebut, ada pula sumber daya non-manusia
yang menunjang jalannya proses implementasi mengenai kebijakan sistem
zonasi ini yaitu sumber daya keuangan.

Beliau menambahkan :

“Sumber dayauntuk mendukung pelaksanaan penerimaan peserta didik

baru sistem zonasi ini adanya sumber dana untuk menunjang pelaksanaan
tersebut. Semua, setiap program itu pasti butuh (ada) yang namanya dana.”#°

43\Wawancara dengan lbu Drs Suprapti, M.Pd pada 21 November 2019 pukul 11.15 WIB

““Wawancara dengan lbu Trininta Melati, M.Pd (Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis,
tanggal 21 November 2019 pukul 09.40 wib.

“SWawancara dengan lbu Trininta Melati, M.Pd (Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis,
tanggal 21 November 2019 pukul 09.40 wib.



93

Dari semua pernyataan yang diungkapkan, penulis dapat mengetahui
bahwasanya pada setiap kebijakan itu pastilah ada sumber daya manusia yang
akan menjalankannya. Terlepas dari sumber daya manusia, juga terdapat
sumber daya non-manusia seperti dana (keuangan) guna untuk menunjang
jalannya kebijakan itu yang nantinya agar sesuai dengan apa yang telah
direncanakan sehingga kebijakan yang dibuat dapat terlaksana secara efektif.

b. Komunikasi (Communication)

Komunikasi berarti proses penyampaian informasi komunikator kepada
komunikan. Yang dimaksud dengan komunikasi kebijakan ialah bagaimana
proses penyampaian suatu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada
pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan sangat perlu untuk disampaikan
agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi,
tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Jika terkait dengan penyampaian informasi
mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi dari pihak sekolah
dalam hal ini SMPN 1 Lamongan telah melakukan sosialisasi.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Siti Aisyah (Waka Humas)

“lya, ada sosialisasi sebelumnya. Banyak juga pamflet dll. Jadi
masyarakat sudah mengetahui.””4

Ibu Drs Suprapti, M.Pd (Wakasek Peningkatan Mutu) juga

mengungkapkan bahwa :*’

46Wawancara dengan lbu Siti Aisyah (Waka Humas SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis, tanggal 21
November 2019 pukul 09.40 wib.
4"Wawancara dengan lbu Drs Suprapti, M.Pd pada 21 November 2019 pukul 11.15 WIB
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“Sosialisasi itu pasti. Agar masyarakat juga tahu kan adanya sistem
baru dalam penerimaan peserta didik baru ini.”

Disamping itu lbu Tri Wulandari, SE, MM selaku Kasi Kesiswaan
Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
menyatakan :

“Ada sosialisasi, untuk sosialisasi ada sosialisasi Kepala sekolah SD,
Kepala sekolah SMP, lalu kita sosialisasi pada operator PPDB onlinennya.
Soalnya kita menggunakan online, jadi harus ada pelatihannya juga. Kalau
sosialisasi kita sosialisasi terus. Semisal di SD kan ada korwil, itu kita masuki
sosialisasi mau ada PPDB online, nanti sistemnya seperti ini dll. Tetep kita
sosialisasikan. Kita tidak bisa tiba-tiba harus menggunakan sistem ini, tidak.
Jadi harus ada sosialisasi dulu. Kelas 6 sebelum ada ujian, itu kan
mengumpulkan wali murid, lah itu disosialisasikan juga. Jadi wali murid
jangan sampai salah pilih. Jadi dari awal kan mereka sudah punya pandangan
mau masuk sekolah yang mana. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua.
Kalau banyak yang pilihan pertama, dia bisa langsung masuk ke pilihan kedua
apabila di pilihan pertama tidak masuk.”4®

Penyampaian informasi dilakukan agar tidak terjadi simpangsiur di
masyarakat, agar seluruh elemen dapat mengetahui informasi mengenai
penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. Ketika sebelum
kebijakan tersebut diterapkan, dari pihak Dinas Pendidikan maupun dari pihak
sekolah (SMPN 1 Lamongan) melakukan sosialisasi kepada masyarakat
sebelumnya.

c. Struktur Birokrasi (Beuraucratic Structur)
Struktur Dbirokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi,
pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam

organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar

dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku

48\Wawancara dengan Ibu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pukul 10:47 wib.
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memiliki seperangkat aturan yang mempola jalannya kegiatan kerja. Segala
sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap
tindakan personil diformat oleh aturan organisasi.

SMPN 1 Lamogan sebagai sebuah instansi sekolah yang telah
mengadopsi nilai-nilai birokratisasi dan salah satu ciri khas dari birokrasi yang
diadopsi adalah pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi diformat ke
dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur memiliki
tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanya pemetaan
tupoksi merupakan cerminan dari diadopsinya sistem pembagian kerja.

SMPNL1 Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki
sejumlah personalia. Setiap personil diatur penempatannya pada setiap satuan
unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Pada setiap jenjang melekat
wewenang atau peran yang harus dimainkan sesuai tugas yang dilimpahkan.
Struktur organisasi SMPN 1 Lamongan terdiri atas Kepala Sekolah, Penjamin
Mutu, Kepala Tata Usaha, Wakasek Bidang Akademik dan Administrasi,
Wakasek Bidang Humas dan Sanpras,Wakasek Bidang Kesiswaan dan Budaya

Lingkungan, Wali Kelas, Guru dan Staff Tata Usaha.
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Disposisi (Dispositions)

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk
mengeksekusi kebijakan. Karena kecakapan saja tidak mencukupi tanpa
kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Bagaimanapun dalam
rangka keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi
tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward 111.4°

Terkait dengan pembagian tugas atau disposisi dalam implementasi
kebijakan sistem zonasi ini pihak sekolah menyusun tim koordinator pada
setiap jenjang tugas yang ada. Dalam hal disposisi, pada implementasi
penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini sekolah membagi tugas kepada
masing-masing tim dalam pelaksanaannya.Panitia yang menangani PPDB
meliputi :

a. Penanggungjawab

b. Ketua

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Seksi-seksi (Seksi Pendaftaran, Seksi Penerimaan Dan Pemeriksaan
Berkas, Seksi Pengolaan Data (Operator), Seksi Perlengkapan, Seksi

Konsumsi, Dan Pembantu Umum)

49 Edward Ill, George C,Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, Washington, 1980), Him.

53



97

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem
Zonasi pada siswa di SMPN 1 Lamongan

a. Faktor pendukung dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada
siswa di SMPN 1 Lamongan

Untuk dapat menganalisa permasalahan yang ada penulis mencoba
menganalisis menggunakan teori dari Van Horn dan Van Metter. Model
pemikiran yang terkait dengan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh
Van Horn dan Van Meter dikenal dengan istilah A Model of the Policy
Implementation (model proses implementasi kebijakan). Dalam teori ini
berawal dari suatu argumen dimana perbedaan dalam proses implementasi
akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab pada
setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan. Kemudian pada
titik tersebut keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk
menghubungkan antara issue kebijakan dengan implementasi dan suatu
model konseptual yang mempertautkan antara kebijakan dengan kinerja.
Konsep penting dalam prosedur implementasi menurut keduannya ialah
adanya perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.>® Proses implementasi
tersebut merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perwujudan
paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih

kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam

50solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi
Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), Hal. 164
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hubungan berbagai variabel. Model pendekatan ini mengandaikan bahwa
implementasi kebijakan berjalan secara linier dan dipengaruhi oleh beberapa
variabel yaitu (a) Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan
kebijakan, (b) Sumber daya, (c) Karakteristik organisasi pelaksana, (d) Sikap
para pelaksana, (e) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-
kegiatan pelaksanaan, (f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teori
implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn ini relevan dengan
permasalahan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN 1
Lamongan dengan analisis sebagai berikut:
1) Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan
Kebijakan mengenai sistem zonasi yang tertuang di dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
dimaksudkan untuk tujuan dalam menangani pemerataan kualitas
pendidikan. Terkait dengan standar dan sasaran kebijakan, setidaknya
harus jelas dan terukur tujuan dari kebijakan itu agar kebijakan tersebut
tepat pada apa yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi

multiinterpretasi.
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Dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Dr. R Chusnu Yuli Setyo selaku

Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan :

“Kalau zonasi yang pertama jadi pembagian dari jalur prestasi,
jalur perpindahan orangtua, jalur zonasi itu menurut saya dari jalur
zonasi sendiri kuotannya terlalu besar. Jadi zonasi di Kabupaten
Lamongan itu sesuai dengan kedekatan rumabh, jadi ditarik. Kalau misal
rumah kita kalah 900 meter dengan rumah yang dekat misal 700 meter,
yang lebih dekat itu yang masuk. Jadi zonasi itu ada bermacam-macam,
ada zonasi wilayah sekolah SD ini, masuk ke SMP ini. Kemudian ada
zonasi Kecamatan, dan ada lagi yang namanya zonasi jarak. Lah kalau
kami di Lamongan ini memakai zonasi jarak. Jadi kelebihan zonasi jarak
itu adalah siswa manapun boleh masuk ke SMPN 1, namun jika kuotanya
sudah terpenuhi atau lebih maka jarak yang terdekat itu yang akan
diterima. Lalu bagaimana jika prestasinya bagus? Prestasi Cuma dapat
jatah 15%, yang zonasi ini 80% jadi itu kekurangannya. Kemudian
karena zonasi itu, sekolah-sekolah yang sudah stabil, yang sudah favorit
itu ya bahasanya mereka kuatir prestasinya jadi turun. Karena selama
ini inputnya bagus. Ketika inputnya tidak bagus kuatir prestasinya turun.
Lah dari programnya menteri kan memang prestasi itu biar merata,
disatu sisi seperti itu.””%?

Ibu Tri Wulandari, SE, MM juga mengungkapkan :

“Yang menjadi faktor atau tujuan terselenggarannya Permendikbud
Nomor 51 tahun 2018 mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta
didik baru adalah Untuk pemerataan pendidikan, jadi tidak terfokus
pada satu atau dua sekolah tertentu. Selama ini kalau samean amati,
orang kan melihat antara sekolah favorit sekolah tidak favorit kan gitu.
Orang kan cenderung masuk ke sekolah favorit dulu, nah sekolah yang
tidak favorit bagaimana? Istilahnya kan sisa dari sekolah yang di
favoritkan. Kalau untuk zonasi ini, pembagian jadi wilayahnya sekolah
favorit dan tidak favorit tidak ada. Semua sekolah sama. Karena siswa
yang ada di sekitar sekolah itu bisa masuk di sekolah-sekolah tertentu
yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Jadi dibagi. Kalau dulu kan
misal yang rumahnya dekat dengan SMPN 1 kan bisa masuk ke SMPN 3,
karena waktu itu berdasarkan danem, sekarang yang disekitar situ masuk
di sekolah yang paling dekat.”>?

51\Wawancara dengan Bapak Dr. R Chusnu Yuli Setyo selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan28
November 2019 pukul 11.00 WIB

52\Wawancara dengan Ibu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pukul 10:47 wib.
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Dapat diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi ini diterapkan karena
dilatar belakangi untuk mengatasi permasalahan pemerataan kualitas
pendidikan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai
sistem zonasi tersebut. Karena sejauh ini banyak peserta didik yang
cenderung memilih untuk ke sekolah favorit dan memiliki fasilitas yang
lebih memadai, meskipun jaraknya jauh dari tempat tinggal.

Sumber daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu memerlukan adanya
dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber
daya non-manusia. Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan
sangat bergantung dari bagaimana kemampuan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting
dalam hal ini. Karena manusia merupakan sumber daya dalam
menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber
daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi hal yang
penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya Van
Horn dan Van Meter juga berpendapat bahwa “‘sumber daya kebijakan
juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi
kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insetif lain yang dapat
memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan
terbatasnya dana atau insetif lain merupakan sumbangan terbesar dalam
gagalnya implementasi kebijakan. Dalam hal ini dapat diambil

kesimpulan bahwa, pada setiap tahap implementasi menuntut adanya
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sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan
oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan sumber daya yang ada dalam pengimplementasian
kebijakan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
di SMPN 1 Lamongan ini pemerintah menyediakan BOS (Biaya
Operasional Sekolah) dalam menunjang sarana prasarana di sekolah.
Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Tri Wulandari : “Ada bantuan dari
pemerintah, seperti bantuan anggaran, Bos. Semua sekolah negeri
swasta dapat,pembangunan juga dapat.””. Dari hal tersebut penulis
mengetahui bahwasanya terdapat sumber daya keuangan dalam
menunjang kegiatan yang ada disekolah tersebut.

Selain adanya sumber daya keuangan atau dalam kata lain non-
manusia, terdapat pula sumber daya manusia guna untuk menunjang
jalannya proses penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik
baru.

“Dalam ppdb ini kan pakai online, ada adminnya sendiri-sendiri.
Mungkin itu sdm yang tersedia.” Pernyataan Drs Suprapti, M.Pd selaku
Wakasek Peningkatan Mutu SMPN 1 Lamongan. Selanjutnya ungkapan
dari Ibu Trininta Melati, M.Pd : “Ada sdm mulai dari sekretaris dan
lainnya. Karena kita sistemnya online™%3

Sehubungan dengan sumber daya yang ada, pada setiap kebijakan
yang dikeluarkan tentu ada sumber daya manusia yang akan

menjalankannya agar nantinya berjalan sesuai dengan apa yang akan

dicapai.

53Wawancara dengan Ibu Drs. Suprapti (Wakasek Peningkatan Mutu SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis,
tanggal 21 November 2019 pukul 12.30 wib.
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Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian
kebijakan. Hal ini sangat penting karena dipengaruhi oleh ciri yang tepat
dan cocok dengan para agen pelaksanaanya.

Karakteristik organisasi pelaksana disini mencakup perhatian agen
yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Kebijakan
mengenai sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan ini sebelumnya dinaungi
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang mengeluarkan surat
keputusan berupa penetapan pedoman ppdb pada satuan pendidikan.
Dengan mengadakan pembinaan, pengawasan, dan memberi sanksi atas
pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru di SMPN 1 Lamongan ini.

Sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa “‘sikap menerima
atau menolak dari agen pelaksana kebijakan sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan
publik. Sebab kebijakan yang dilasanakan bukan hasil dari formulasi
warga yang mengenal persoalan kebijakan yang mereka rasakan. Namun
kebijakan publik biasanya sifatnya top down yang dimana para
pengambil keputusan tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan atau
permasalahan yang harus diselesaikan tersebut™.

Dalam wawancara dengan Ibu Trininta Melati, M.Pd: “Kalau untuk

SMPN 1 Lamongan ini kan yang jadi jendelannya SMP di Lamongan kan
SMPN 1, untuk SMPN 1 Lamongan sendiri sistem ini yaa ada
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kerugiannya juga lah ibaratnya. Karena kan dari dulu kita siswanya
seperti itu, tes dan lainnya tapi sekarang kan ya nggaktau, zonasi yang
penting jarak aja. Tapi, disisi lain keuntungannya disini dari tujuannya
Permendikbud ini sendiri kan untuk pemerataan. Ya disisi lain ada sisi
positif dan negatifnya. Ya bener rata lokasinya, tapi untuk hal lain misal
capaian akademik juga berpengaruh.”. 5

Menurut Bapak Dr. R Chusnu Yuli Setyo :

“Kalau untuk sekolah favorit ya rugi. Seperti yang saya jelaskan
tadi, sekolah favorit prestasinya menurun misalnya. *

Selanjutnya pendapat dari Ibu Drs Suprapti, M.Pd :

“Kalau untuk SMPN 1 Lamongan sendiri ya kita agak menurun.
Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada zonasi kan Kkita
termasuk bisa dikatakan sekolah favorit, sekarang setelah ada zonasi
muridnya itu kita nggaktau asal jarak terdekat saja diterima, tidak
melihat dari potensi prestasi akademiknya. Jadi ya merugikan untuk
SMPN 1 Lamongan ini. Karena input yang masuk tidak terseleksi seperti
tahun-tahun sebelumnya. Pernah ada juga disini orangtua yang meminta
pindah anaknya itu, karena nilainya jelek terus, istilahnya belum
mumpuni kalau ditaruh di SMPN 1 ini. Lah itu kan salah satu dampak
dari sistem zonasi.””*®

Dari pendapat yang sudah dijelaskan tersebut terlihat bahwasanya

ada penolakan dari pihak agen pelaksana kebijakan. Meskipun proses
penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi itu berjalan dengan
lancar, namun kebijakan tersebut masih belum bisa menyelesaikan
permasalahan yang ada. Terlihat dari adanya ketidaksetujuan yang

diungkapkan oleh para pelaksana kebijakan.

S4Wawancara dengan lbu Trininta Melati, M.Pd (Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis,
tanggal 21 November 2019 pukul 09.40 wib.

SS\Wawancara dengan Ibu Drs. Suprapti (Wakasek Peningkatan Mutu SMPN 1 Lamongan), pada hari
Kamis, tanggal 21 November 2019 pukul 12.30 wib.
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Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan

Menurut Van Horn dan Van Meter, standar dan tujuan kebijakan
harus dipahami oleh para individu (implementators) yang memegang
tanggung jawab dalam pencapaian dan tujuan dari suatu kebijakan.
Karena itu standar dan tujuan haruslah dikomunikasikan kepada para
pelaksana. Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan informasi
terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Apabila
koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementator maka
semakin sedikit pula pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila
Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah SMPN 1
Lamongan dan masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan
bertukar pikiran mengenai apa yang menjadi harapan atau tujuan dari
pelaksanaan tersebut maka akan terjalin keharmonisan dan prospek
kebijakan yang efektif.
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan eksternal juga memiliki pengaruh terhadap
pelaksanaan kebijakan dalam hal ini yaitu mengenai sistem zonasi di
SMPN 1 Lamongan. Dari segi ekonomi, sumber daya keuangan yang
tersedia sudah dapat mencukupi atau memenuhi untuk pelaksanaan
kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kemudian dari segi sosial,
kebijakan mengenai sistem zonasi ini masih belum banyak diterima oleh
kalangan masyarakat termasuk dari pihak sekolah sendiri. Selanjutnya

dari segi politik, orientasi untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi
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ini  nampaknya diperlukan perhatian dan pertimbangan lebih
kedepannya.Sebagaimana pendapat dari Dewan Pendidikan Kabupaten
Lamongan (Bapak Dr. R Chusnu Yuli Setyo) :

“Harapan upaya kedepannya bisa mengurangi kuota sistem

zonasi, menambah jalur prestasi dan ditambah kuota untuk jalur unas
misal berapa persen.”

b. Faktor penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem
Zonasi pada siswa di SMPN 1 Lamongan

Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan sistem
zonasi di SMPN 1 Lamongan memang sudah berjalan secara efektif, dan
sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri
bahwa masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam
pelaksanaannya. Berikut penulis jabarkan mengenai kendala yang terjadi

dalam pengimplementasian Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018:

1) Ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, dari SMPN 1 Lamongan yang
sebelumnya memang memiliki input yang bagus dalam hal akademik,
terdapat kekhawatiran akan menurunnya prestasi di sekolah tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Drs Suprapti, M.Pd

(Wakasek Peningkatan Mutu) :7
“Kalau untuk SMPN 1 Lamongan sendiri ya kita agak menurun.

Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada zonasi kan kita
termasuk bisa dikatakan sekolah favorit, sekarang setelah ada zonasi

S6Wwawancara dengan Bapak Dr. R Chusnu Yuli Setyo (Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan), pada hari
Kamis, tanggal 28 November 2019 pukul 10.14 wib.

5"\Wawancara dengan Ibu Drs Suprapti, M.Pd (Wakasek Peningkatan Mutu SMPN 1 Lamongan) pada 21
November 2019 Pukul 12.30 WIB
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muridnya itu kita nggaktau asal jarak terdekat saja diterima, tidak
melihat dari potensi prestasi akademiknya. Jadi ya merugikan untuk
SMPN 1 Lamongan ini. Karena input yang masuk tidak terseleksi seperti
tahun-tahun sebelumnya. Pernah ada juga disini orangtua yang meminta
pindah anaknya itu, karena nilainya jelek terus, istilahnya belum
mumpuni kalau ditaruh di SMPN 1 ini. Lah itu kan salah satu dampak
dari sistem zonasi. “

Kemudian pendapat lain dari Ibu Trininta Melati, M.Pd selaku Waka
Kesiswaan SMPN 1 Lamongan:

“Kendalannya ya itu kita ruginya di akademik, jadi muatannya beda
dengan yang dulu.”’>8

Dari pernyataan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem
zonasi ini diterapkan semata-mata hanya untuk menjalankan peraturan
saja, namun dari pihak pelaksana sesungguhnya menginginkan
pertimbangan adanya sistem zonasi tersebut.

2) Kebijakan mengenai sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya,
tidak semua masyarakat paham mengenai aturan yang akan di terapkan
tersebut sehingga menimbulkan kebingungan yang di rasakan oleh
beberapa masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Munawaroh
yang merupakan salah satu orangtua/wali murid yang mendaftarkan
putrinya di SMPN 1 Lamongan pada penerimaan peserta didik baru tahun
ajaran 2019/2020 dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalo dari saya sendiri ya agak bingung, soalnya biasanya masuk
sekolah gitu kan pake danem atau kalo nggak ya tes. Sekarang pakai

zonasi seperti itu malah saya kurang paham sistemnya bagaimana.
Kemarin itu saya nggaktau anak saya daftarkan ke SMPN 1 Lamongan,

58Wawancara dengan lbu Trininta Melati, M.Pd (Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis,
tanggal 21 November 2019 pukul 09.40 wib.
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ternyata itu diluar zona jauh dari rumah. Akhirnya saya pindahkan ke
SMPN 4,759
Disisi lain terdapat keluhan juga dari salah satu orangtua/wali dari

siswa :

“sebelumnya memang ada sosialisasi, kalau tidak salah 2 hari
sebelum pendaftaran itu dibuka. Memang ada beberapa pengumuman di
mading-mading itu tentang tata caranya dll. Tapi juga masih banyak dari
teman-teman wali murid yang masih bertanya, istilahnya masih banyak
yang kurang jelas dan paham kalo menurut saya.””%°

Dari hal tersebut penulisdapat mengetahui bahwa kekurangpahaman
orangtua/walimurid tentang sistem zonasi perlu mendapatkan perhatian
yang serius dari pemerintah dalam mensosialisasikannya. Agar tidak

terjadi kesalahan dalam memilih sekolah.

59\Wawancara dengan Ibu Munawaroh (Orangtua/wali dari peserta didik yang tidak diterima), Senin 02
Desember 2019 Pukul 15.00
80Wawancara dengan Ibu Endang (Masyarakat), Pada hari Rabu, 04 Desember 2019 Pukul 16.30 wib
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka diperlukan adanya

simpulan terhadap pengambilan intisari dari sajian data yang merupakan hasil

temuan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa permasalahan sistem

zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memerlukan perhatian yang serius dari

pemerintah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah

membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, namun

disisi lain terdapat banyak pihak yang dirugikan dalam penerapan kebijakan tersebut,

khususnya dari pihak masyarakat. Sistem zonasi menyebabkan peserta didik yang

memiliki prestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang baik. Berdasarkan hasil

penyajian data dan analisis data yang telah diperoleh di lapangan, peneliti akan

memaparkan hasil penelitian yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.13

No.

Hasil Temuan

Keterangan

Dalam pelaksanaan  penerimaan

peserta didik baru SMPN 1

Lamongan mengacu pada

Permendikbud Nomor 51 Tahun

2018 tentang sistem zonasi.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru SMPN 1 Lamongan berpacu
pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
yang tertuang di dalam Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan. Yang dimana pendaftarannya
terdiri dari 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi

(online), jalur prestasi (offline), dan jalur
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mutasi orangtua/wali (offline). Untuk kuota
jalur zonasi diberikan setidaknya paling
sedikit 90%, jalur prestasi paling banyak
5%, dan jalur mutasi orangtua/wali paling

banyak sebesar 5%.

Kebijakan mengenai sistem zonasi

menyebabkan sekolah favorit

kehilangan murid yang memiliki
prestasi. Dan sebaliknya, anak-anak
tidak

yang mempunyai prestasi

mendapatkan tempat

yang
diharapkan (sekolah favorit), pada
akhirnya mereka masuk disekolah

swasta.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa
penerimaan peserta didik baru dengan
sistem zonasi memiliki dampak yang tidak
hanya pada karakteristik peserta didik yang
diterima  disekolah tapi juga proses
pembelajaran di kelas. Siswa yang diterima
melalui zonasi memang lebih dekat tempat
tinggalnya dengan sekolah negeri dibanding
peserta didik dengan basis prestasi. Namun
komposisi siswa yang diterima yang
diterima melalui sistem zonasi memiliki
nilai  rendah dan lebih  beragam
dibandingkan dengan siswa yang diterima
melalui jalur prestasi. Para guru terbiasa
mengajar siswa dengan kemampuan rata-
rata tinggi, Kkini harus mengajar siswa
dengan nilai rata-rata rendah dan dengan
Padahal

kemampuan beragam.

yang
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keterampilan yang dibutuhkan oleh guru
yang mengajar anak-anak berkemampuan
tinggi dan berkemampuan rendah berbeda.
Keadaan tersebut menuntut guru-guru untuk

dapat beradaptasi dengan cepat.

Pihak sekolah resah akan potensi
akademiknya yang menurun.
Penurunan nilai akademik yang ada
di sekolah favorit disangkutpautkan
dengan adanya sistem zonasi yang

diterapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan temuan ini SMPN 1
Lamongan yang memang sebelumnya
menjadi sekolah favorit dengan kualitas dan
prestasinya  menjadi  khawatir  akan
penurunan akademiknya karena dampak
dari sistem zonasi ini. Jika sebelumnya
sekolah menerima peserta didik dengan
prestasi yang baik. Namun saat ini input
yang masuk tidak dapat terseleksi seperti
tahun-tahun sebelumnya, hal ini
dikarenakan penerimaan peserta didik baru
lebih memberikan peluang terhadap siswa
yang memiliki zona radius terdekat dari
sekolah. Sekolah tidak mengetahui sejauh
mana kemampuan akademis dari peserta
didiknya, sehingga dari pihak sekolah
khawatir potensinya menurun dan tidak

mendapatkan target yang diinginkan.
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Banyak masyarakat yang mengeluh

karena adanya sistem zonasi.

Dalam hasil temuan dilapangan didapatkan
bahwa banyak masyarakat yang mengeluh
dengan adanya sistem zonasi ini karena
dinilai merugikan. Siswa yang memiliki
prestasi tidak mendapatkan sekolah yang
diinginkan dengan great yang tinggi
(sekolah favorit). Yang pada akhirnya siswa
tersebut terpaksa mendaftar ke sekolah yang

masuk dalam radius zona wilayahnya.

Perlu adanya perubahan sistem
mengenai kebijakandalam
Penerimaan Peserta Didik Baru

(sistem zonasi).

Permendikbud perlu diperhatikan dan
ditinjau  kembali  karena  banyaknya
keresahan dimasyarakat. Banyak harapan
dari masyarakat maupun pihak sekolah
untuk - memberikan pertimbangan lagi
mengenai kebijakan sistem zonasi yang
diberlakukan saat ini. Karena pada
kenyataannya,  sistem  zonasi  justru
merugikan terutama bagi
masyarakat.Banyak siswa berprestasi tidak
mendapatkan sekolah yang layak, disisi lain
sekolah juga butuh peserta didik yang
memiliki potensi akademik yang baik untuk

menunjang kegiatan belajar mengajar serta
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untuk dapat mencapai target yang

diinginkan oleh sekolah tersebut.

Berdasarkan rincian tabel diatas, hasil temuan di lapangan dapat di jabarkan

kembali melalui penjelasan berikut ini :

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMPN 1 Lamongan
masih mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Lamongan
berpacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang tertuang di dalam
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang di
dalamnya mengatur mengenai mekanisme kegiatan penerimaan peserta didik
baru. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah dilaksanakan sesuai
dengan tujuan dalam pedoman teknis yang dibuat dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dalam penerimaan peserta didik baru
di SMPN 1 Lamongan yang berpacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
pendaftarannya terdiri dari 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi (online), jalur prestasi
(offline), dan jalur mutasi orangtua/wali (offline). Jalur zonasi yang dimaksud
adalah paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, kemudian untuk jalur
prestasi paling banyak 5% dari daya tampung, dan untuk jalur mutasi
orangtua/wali paling banyak sebesar 5% dari daya tampung sekolah dan
dibuktikan dengan surat penugasan orangtua/wali.

Kebijakanmengenai sistem zonasi menyebabkan sekolah favorit kehilangan

murid yang memiliki prestasi. Begitupun sebaliknya, anak-anak yang
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mempunyai prestasi akhirnya tidak mendapatkan tempat/sekolah favorit
dan pada akhirnya mereka masuk disekolah swasta.

Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi memiliki dampak yang
tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima disekolah tapi juga
proses pembelajaran di kelas. Siswa yang diterima melalui zonasi memang lebih
dekat tempat tinggalnya dengan sekolah negeri dibanding peserta didik dengan
basis prestasi. Namun komposisi siswa yang diterima yang diterima melalui
sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan
siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Para guru terbiasa mengajar siswa
dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-
rata rendah dan dengan kemampuan yang beragam. Padahal keterampilan yang
dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan
berkemampuan rendah berbeda.Keadaan tersebut menuntut guru-guru untuk
dapat beradaptasi dengan cepat. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan
tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan
kemampuannya. Disisi lain, anak-anak dengan kemampuan yang rendah
membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman ilmunya dengan
benar. Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan
yang beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif
homogen. Guru yang mengajar kelas homogen cenderung dapat mengajarkan
seluruh siswa dengan seiring sejalan. Namun ketika kelas yang diajar relatif
heterogen, guru harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak
yang cepat dan lambat dalam belajar. Semakin besar kesenjangan kemampuan

anak, semakin besar beban guru dalam mengajar. Terlepas dari masalah yang
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dihadapi guru, siswa pun mengalami tantangan akibat komposisi kelas yang
heterogen. Siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-temannya
dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian siswa yang cepat dalam
belajar dapat kehilangan motivasi.

. Pihak sekolah resah akan potensi akademiknya yang menurun. Penurunan
nilai akademik yang ada di sekolah favorit disangkutpautkan dengan
adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah.

SMPN 1 Lamongan yang memang sebelumnya menjadi sekolah favorit
dengan kualitas dan prestasinya menjadi khawatir akan penurunan potensi
akademiknya karena dampak dari kebijakan sistem zonasi ini. Menurut hasil dari
penelitian yang dilakukan, dari pihak sekolah khawatir dengan penurunan
potensi akademiknya dikarenakan input yang masuk tidak terseleksi seperti
tahun-tahun sebelumnya, karena pada saat ini penerimaan peserta didik baru
lebih memberikan peluang terhadap siswa yang memiliki zona radius terdekat
dari sekolah. Dari pihak sekolah sendiri tidak mengetahui bagaimana potensi
akademik dari siswa tersebut.

Banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya sistem zonasi.

Dalam hasil temuan dilapangan banyak masyarakat yang menolak adanya
sistem zonasi ini karena dinilai merugikan. Sistem zonasi ini dinilai dapat
menyebabkan kecemburuan dari pihak siswa maupun orangtua/wali, karena
sekolah hanya berpacu pada jarak bukan dari capaian akademik maupun
kemampuan dari individunya. Siswa yang memiliki prestasi tidak mendapatkan

sekolah yang diinginkan dengan great yang tinggi (sekolah favorit). Yang pada
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akhirnya siswa tersebut terpaksa mendaftar ke sekolah yang masuk dalam radius
zona wilayahnya.

. Perlu adanya perubahan mengenai kebijakan dalam Penerimaan Peserta
Didik Baru (sistem zonasi).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan,kebijakan mengenai sistem zonasi ini
menuai pro dan kontra di masyarakat. Karena kebijakan sistem zonasi ini
menimbulkan kekhawatiran bagi calon peserta didik maupun orangtua/wali
dalam adanya pembatasan dalam memilih sekolah yang diinginkan. Selain itu
dari pihak sekolah sendiri yang dalam penelitian ini yaitu SMPN 1 Lamongan
yang termasuk dalam kategori sekolah favorit sebelumnya dengan angka prestasi
yang bagus juga memiliki kekhawatiran adanya penurunan potensi akademiknya
karena kebijakan zonasi ini. Untuk itudari presepsi masyarakat maupun pihak
sekolah mempunyai harapan agar pemerintah memberikan pertimbangan lagi

mengenai kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan saat ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka penulis

memberikan kesimpulan yang terkait dengan Implementasi Permendikbud Nomor 51

Tahun 2018 serta faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud

Nomor 51 Tahun 2018 yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi

di SMPN 1 Lamongan Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

1.

Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terhadap Penerimaan
Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa di SMPN 1 di Lamongan.
Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta
didik baru di SMPN 1 Lamongan masih berpacu pada Permendikbud Nomor 51
Tahun 2018 yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peserta didik baru yang memuat sistem zonasi
mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan memprioritaskan calon
siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan kuota paling sedikit
sebanyak 90%, kemudian jalur prestasi paling banyak 5% dan jalur mutasi
perpindahan orangtua/wali sebanyak 5%. Dalam pengimplementasian mengenai
kebijakan tersebut, penulis menemukan bahwa proses dalam menjalankan sebuah
kebijakan telah dilakukan oleh implementator dengan sebaik mungkin dengan
berpegang pada peraturan yang ada. Di samping itu Impelementasi kebijakan sistem
zonasi yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dianalisis

menggunakan teori Implementasi kebijakan oleh George C. Edwards Il sehingga
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dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang dapat
mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan yaitu Pertama, Sumber Daya ialah
sumber daya manusia yaitu dari pihak sekolah dalam hal ini SMPN 1 Lamongan yang
memiliki wewenang untuk menjalankan sebuah implementasi dari kebijakan tersebut.
Sumber daya manusia yang ada dalam implementasi kebijakan sistem zonasi itu
dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya terdapat panitia yang
bertanggungjawab dalam menangani pendaftaran PPDB. Disamping sumber daya
manusia juga terdapat sumber daya non-manusia yang berupa dana (keuangan) guna
menunjang jalannya implementasi kebijakan itu sehingga kebijakan yang dibuat dapat
terlaksana secara efektif. Kedua, yaitu Komunikasi dimana pihak SMPN 1 Lamongan
selaku implementator melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada
orangtua/wali mengenai implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Hal tersebut
dilakukan guna agar seluruh elemen dapat mengetahui informasi mengenai
penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. Ketiga, ialah Struktur
Birokrasi yakni dimana dalam sebuah pengimplementasian kebijakan tentunya ada
sebuah pembagian kewenangan agar dalam menjalankan sebuah kebijakan itu tidak
terjadi tumpang tindih dengan pihak lain. Dalam hal ini SMPN 1 Lamongan memiliki
struktur birokrasi mulai dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah, dan pada setiap
kedudukannya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-
masing. Keempat,Disposisi dimana dalam hal ini, mencakup kesediaan dan komitmen
untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Terkait dengan pembagian tugas atau disposisi
dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, pihak sekolah menyusun tim
koordinator pada setiap jenjang tugas yang ada. Sekolah membagi tugas kepada

masing-masing tim dalam pelaksanaannya.
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2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor
51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi
pada siswa SMPN 1 Lamongan.

Faktor pendukung, dalam hal ini penulis mengkorelasikannya dengan teori oleh
Van Horn dan Van Metter sehingga setidaknya terdapat 5 (lima) variabel yang
mendukung jalannya sebuah implementasi kebijakan mulai daristandar dan sasaran
kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi
pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan
pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik
Faktor penghambat, terkait dengan faktor penghambat penulis dapat
menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan
tersebut adalah yang pertama ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, dari SMPN 1
Lamongan yang sebelumnya memang memiliki input yang bagus dalam hal
akademik, terdapat kekhawatiran akan menurunnya prestasi di sekolah tersebut.
Sistem zonasi ini diterapkan semata-mata hanya untuk menjalankan peraturan saja,
namun dari pihak pelaksana sesungguhnya menginginkan pertimbangan adanya
sistem zonasi tersebut. Kemudian faktor yang keduaadalah, kebijakan mengenai
sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat paham
mengenai aturan yang akan di terapkan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan
yang di rasakan oleh beberapa masyarakat.
B. Saran
1. Memberi sistem pembelajaran yang rata pada siswa untuk mendapatkan ilmu baik

dalam bidang akademis maupun non-akademis agar tidak menurunkan kualitas
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pendidikan di SMPN 1 Lamongan dengan memberikan sistem pembelajaran yang
mudah dipahami oleh siswa.

Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru dengan lebih meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada
orangtua/wali terkait dengan sistem zonasi.

Mengadakan evaluasi terkait dengan pengimplementasian kebijakan mengenai sistem
zonasi agar sesuai dan tepat pada sasaran.

. Permendikbud harus dicabut karena banyak masyarakat yang dirugikan dengan
adanya kebijakan mengenai sistem zonasi ini. Siswa yang memiliki prestasi tidak
mendapat tempat, dan disisi lain sekolah favorit juga tidak mendapatkan siswa

prestasi.
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